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Penelitian ini mengkaji tentang pola hubungan kekuasaan pemerintah 
Kabupaten Bulukumba dengan Ammatoa Kajang khususnya terkait dengan 
kepemimpinan perempuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Towa yang 
merupakan salah satu Desa yang memiliki kekuasaan adat di dalamnya yang berada 
di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini pada dasarnya 
terfokus pada bagaimana negosiasi pemerintah Desa dengan Ammatoa Kajang 
terhadap pengangkatan Dusun Perempuan pertama di Dusun Benteng, serta 
bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengangkatan Dusun perempuan pertama di 
Dusun Benteng. 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan 
analisis diskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber 
data dari penelitian ini yaitu: pemerintah Desa, Ammatoa Kajang, Tokoh Agama, 
Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan simpatisan adat. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ada 2 teknik yaitu Teknik 
Library Research (penelitian pustaka sebagai bekal awal dalam penelitian lapangan) 
dan Teknik Field Research (penelitian lapangan) melalui teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metode model Miles dan Huberman dengan 
menggunakan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajiandata dan verifikasi data 
(penarikan kesimpulan). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan pemerintah 
Desa dengan Ammatoa Kajang terhadap pengangkatan Dusun perempuan pertama di 
Dusun Benteng adalah negosiasi Kooperatif. Kemudian Persepsi masyarakat terhadap 
kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng terdapat 2 persepsi yang timbul yaitu: 
a)Persepsi yang mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng 
dipengaruhi oleh pendidikan dan pengaruh gender. b)Persepsi yang kurang 
mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng dipengaruhi oleh pasang 
dan faktor fisik 
Implikasi penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian politik gender di 





Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian 
dimana peneliti menejekaskan  ketertarikannya mengangkat judul ini, serta 
menejelaskan apa yang menjadi  rumusan masalah pada penelitian ini atau fokus 
utama yang menjadi masalah yang ingin diselesaikan, pada bab ini juga akan 
menjelaskan tujuan dari penulisan penelitian ini serta apa yang menjadi manfaat pada 
tulisan ini sehingga orang-orang tertarik untuk membacanya. 
A. Latar Belakang 
Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian utamanya adalah bagaimana 
negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Ammatoa Kajang terhadap 
pengangkatan Dusun pertama perempuan di Dusun Bentang karena ini merupakan 
suatu fenomena awal yang terjadi di Desa Tana Towa, dimana sebelumnya 
masyarakat Desa Tana Towa tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan serta 
bagaimana persepsi masyarakat Desa Tana Towa dengan adanya fenomena awal 
kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng. 
Disadari bahwa pemimpin nasional, baik yang ada di pusat maupun di 
daerah masih memiliki integritas yang rendah. Kenyataan ini menunjukkan rata-rata 
pemimpin bangsa ini sangat sulit untuk melepaskan diri dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Hal ini terjadi untuk mengakomodasi kepentingan dirinya, partainya dan 
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orang dekatnya, terutama yang telah berjasa, seperti tim suksesnya. Walaupun telah 
ada UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebas 
korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi pada kenyataannya kasus pelanggaran terhadap 
undang-undang tersebut relative banyak. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat 
Negara, seperti menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya yang jumlahnya relatif 
banyak menunjukkan kasus pelanggaran dan rendahnya integritas pemimpin bangsa 
ini. Rendahnya integritas tersebut melahirkan wacana dikalangan masyarakat tentang 
perlunya pengungkapan kepemimpinan tradisional yang memiliki nilai-nilai kearifan 
dalam menangani berbagai masalah dalam masyarakat setempat.
1
 
Menurut Mattulada (1985:387), sistem kepemimpinan tradisional di 
Sulawesi Selatan terbagi atas dua periode, yaitu periode galigo dan periode lontarak. 
Pada periode galigo, sistem kepemimpinan berdasar pada pandangan religio 
charismatic. Sedangkan periode lontarak berdasar pada pandangan patriomodal. 
Dalam periode galigo, sikap hidup manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang 
terletak di luar dirinya. Segala sesuatu dipertautkan kepada kekuatan-kekuatan gaib 
sebagai sumber segala kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan dalam kelompok 
masyarakat diserahkan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, 
yang diperoleh dengan jalan penitisan dewa-dewa. Pola pikir yang menganggap 
                                                             
1
 Faisal. Nilai-Nilai Kepemimpinan Tradisional dalam Komunitas Adat Kajang di Sulawesi 
Selatan (Jurnal Walasuji, Volume 6, No.1, 2015), hal. 17. 
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bahwa segala kekuasaan itu berasal dari kerajaan dewa-dewa di Botillangi (dunia 
atas) dan pertiwi (dunia bawah).
2
 
Setelah Indonesia merdeka, kepemimpinan tradisional tersebut di atas 
berakhir dan beralih kesistem kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945 dan 
perundang-undangan lainnya. Kendati demikian, di daerah daerah tertentu dengan 
batas-batas wilayah yang relatif kecil, sistem kepemimpinan tradisional masih kuat 
diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Di Sulawesi Selatan terdapat suatu wilayah 
di mana kepemimpinan tradisional masih kuat , yaitu di Ilalang Embaya. Wilayah 
tersebut merupakan kawasan adat, yaitu Komunitas adat Kajang. Lokasinya terletak 
dalam dalam wilayah administratif Desa Tana Towa, Kabupaten Bulukumba. 
Kawasan adat tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Ammatoa dengan 
beberapa pembantu-pembantunya yang terstruktur berdasarkan bidang tugas masing.  
Ammatoa sebagai pemimpin tradisional dalam komunitas adat Kajang 
memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian 
lingkungan alam di kawasan adat tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 
rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka kadang kala ditolak 
bila mana tidak sesuai dengan pasang (aturan adat) yang berlaku dalam masyarakat.
3
 
Seorang calon Ammatoa harus memenuhi persyaratan yang telah digariskan 
dalam Pasang. Persyaratan-persyaratan tersebut ialah harus seorang laki-laki 
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 Faisal. Nilai-Nilai Kepemimpinan Tradisional dalam Komunitas Adat Kajang di Sulawesi 
Selatan (Jurnal Walasuji, Volume 6, No.1, 2015), hal. 19. 
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 Faisal. Nilai-Nilai Kepemimpinan Tradisional dalam Komunitas Adat Kajang di Sulawesi 
Selatan (Jurnal Walasuji, Volume 6, No.1, 2015), hal. 17. 
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keturunan asli dari Tanah Kamase-masea, harus mengetahui dan menguasai Pasang, 
harus mampu berhubungan dengan roh, harus mampu melenyapkan penyakit yang 
bisa melanda masyarakat. Selain dari pada itu seorang dapat diterima sebagai calon 
pengganti Ammatoa jika ia mampu menunjukkan bahwa dirinya sudah menerima 
perintah atau pengangkatan dari Tu Riek Akrakna, dan pengangkatan itu juga 
diketahui oleh orang lain. Di samping itu seorang pengganti Ammatoa harus memiliki 




Kawasan Adat Kajang sebagai komunitas adat yang patuh dan taat pada 
nilai-nilai pasang, perlahan mengalami distorsi politik dan modernitas. pucuk 
tertinggi singgasana pemerintahan dan politik Ammatoa sebagai penguasa teritorial 
kawasan adat bergeser ke dalam fungsi ritualitas semata. Regulasi tatanan adat yang 
telah berjalan secara turun temurun cair, melebur ke dalam konstalasi sistem Negara.
5
 
Setelah Desa Tana Towa melakukan pergantian kepala desa yang baru 
banyak sekali yang berubah dalam Desa Tana Towa salah satunya adalah 
pengankatan kepala Dusun, dari sembilan dusun yang ada di Desa Tana Towa ada 
satu dusun yang menjadi kontradiksi dengan lembaga adat Ammatoa itu sendiri salah 
satunya adalah Dusun Benteng yang dijabat oleh perempuan, ini sangat kontradiksi 
dengan lembaga Adat Ammatoa Kajang karena termuak dalam pasang bahwa 
masyarakat Adat Ammatoa Kajang tidak bisa dipimpin oleh seorang perempuan. 
                                                             
4
 Mas Alim Katu, Tasawuf Kajang (Makassar, Pustaka Refleksi, 2005), hal. 55. 
5
 Sitti Aminah, Nilai-Nilai Luhur Budaya Spiritual Masyarakat Ammatoa Kajang (Makassar, 
Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan 1989), hal. 9. 
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Berdasarkan pejelasan dari Bapak Jafar kepala Dusun Balagana bahwa: 
"Jitte kungni ilalang Adat Ammatoa tala ma'ringngi naparentaki 
bahine nasaba nampa riolo tala rie bahine ammarenta, nasaba nakua 
pasangnga ingjo bahinea lamma tugasa'na ri palluaji a'rurung nalayani 
buru'nengna, nasaba appada tojji intu hattungna tempo rasulullah s.a.w tala 




(Kita disini dalam Adat Ammatoa tidak bisa dipimpin oleh seorang 
perempuan karena dari dulu tidak ada perempuan yang pernah memimpin, 
karena termuak dalam pasang bahwa perempuan itu lemah dan hanya bertugas 
didapur serta melayani suami, karena hampir sama dengan masa ke khalifahan 
Rasulullah dulu tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin) 
 
Dari penjelasan Bapak Jafar di atas sangat jelas bahwa dalam kawasan adat 
Ammatoa Kajang tidak bisa dipimpin oleh seorang perempuan karena termuak dalam 
pasang dan belum ada sejarah bahwa kawasan adat Ammatoa Kajang dipimpin oleh 
seorang perempuan. Hal yang serupa yang dikatakan oleh Bapak Samiang Katu salah 
satu akademisi yang pernah meneliti tentang Pasang ri Kajang yang mengatakan 
bahwa: 
“Dalam kawasan adat Ammatoa tugas perempuan mendampingi seorang 
Ammatoa yang disebut dengan Angrongta, dalam hal kepemimpinan 
perempuan tidak diizinkan memimpin karena perempuan tidak bisa di adat 
akan tetapi dalam penentuan pemimpin misalnya pemilihan Ammatoa 
perempuan berperan penting karena dia sebagai panitia dalam hal ini 
Angrongta pendamping Ammatoa”7 
 
Dari kedua pendapat di atas bahwa dalam kawasan adat Ammatoa sangat 
jelas bahwa perempuan tidak diperbolehkan memimpin, meskipun masyarakat adat 
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 Jafar, Kepala Dusun Balagana, Wawancara, di Desa Tanah Towa, 15 Nov 2016, pukul 
14:00 sampai 17: 30 WITA.   
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Ammatoa Kajang sangat meyakini yang termaksud dalam pasang tapi disisi lain 
semakin berkembangnya zaman banyaknya aturan-aturan Daerah yang semakin 
menyulitkan masyarakat adat salah satunya ialah dikeluarkannya aturan bahwa semua 
pejabat Desa maupun Dusun yang memimpin minimal memiliki ijazah SMA, ini 
yang kemudian menjadi masalah bagi masyarakat Adat Ammatoa kajang karena 
masih kurangnya anak-anak yang menempuh pendidikan dikarenakan mereka hanya 
berpodoman pada pasang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-harinya. 
bahkan masih banyak orang tua mereka yang tidak mengizinkan anak-anaknya untuk 
bersekolah lebih-lebih lanjut kependidikan yang lebih tinggi. hal ini disebabkan 
berbagai alasan-alasan tertentu, misalnya dikaitkan dengan pemanfaatan tenaga kerja 
anak-anak untuk membantu orang tuanya di ladang atau disawah atau mengembala 
ternak.selain itu, ada juga orang tua dalam kawasan ini yang enggan menyekolahkan 
anaknya, karena khawatir kalau anak-anaknya nanti mendapat pendidikan di sekolah 
bakal muncul "perubahan sikap", yang dapat terjadi itu dapat menodai ketaatan 




Dusun Benteng pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan anak 
kandung dari Ammatoa sendiri, dan ini menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat 
adat ammatoa kajang itu sendiri karena ini fenomena awal yang baru terjadi di Desa 
Tana Towa, meskipun Kedudukan laki-laki dan perempuan juga tertuang dalam kitab 
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konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
pasal 27 ayat (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya, (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.
9
 Selain Undang-undang dasar 1945, Pancasila sebagai 
landasan negara-pun menjawab dalam sila kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia” yang juga merupakan manifestasi dari kesetaran dan keadilan 
antara perempuan dan laki-laki.
10
 
Dalam pandangan islam, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang 
sama dalam memainkan peran sebagai khaifah di muka bumi termasuk didalamnya 
transmisi dan pemeliharaan hadis Rasulullah s.a.w. Hal itu tampak jelas dalam 
Firman Allah Q.S. al- Taubah/ 9:71: 
                          
                              
    
Terjemahnya: 
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71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 




Ayat tersebut menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi 
yang sama, saling melingdungi, saling membantu dalam mengemban peran yang 
dimiliki agar tercipta amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana yang diperintahkan 
Allah s.w.t. Jika peran salah satu di antara keduanya dibatasi dan dikebiri, maka akan 
terjadi ketimpangan masyarakat islam.
12
 
Selain ayat yang ada di atas, di ayat lain juga dijelaskan tentang kedudukan 
laki-laki dan perempuan dalam QS al-Hujurat ayat 13: 
                                   
               
Terjemahnya: 
13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa antara satu manusia dengan manusia yang 
lain tidak ada pembeda diantara mereka, bahkan antara laki-laki dengan perempuan. 
Kriteria orang yang berbeda dengan yang lain yakni hanya pada ketaqwaan 
seseorang. Kriteria ini tidak serta merta akan terlihat dengan mudah. Hanya Allah swt 
yang dapat mengetahui siapa saja yang bertaqwa. 
Kerdilnya peran perempuan dalam ranah publik membuat eksistensi 
aktualisasi perempuan kurang terlihat.Sulawesi selatan misalnya, di ranah publik atau 
dalam hal ini ranah politik, perempuan di Sulawesi Selatan masih termaginalkan. 
Dalam perspektif sosial budaya Sulawesi Selatan, ada tiga nilai tentang perempuan 
yang merupakan norma dalam masyarakat, yaitu : (1) Perempuan sebagai Indo Ana, 
yaitu ibu yang bertugas memelihara anak. (2) Perempuan sebagai Pattaro Pappole 
Asalewangeng, yaitu peran perempuan sebagai penyimpan dan pemelihara rejeki 
yang diperoleh oleh suami. (3) Perempuan sebagai Repo’ Riatutui Siri’na, yaitu peran 
sebagai penjaga rasa malu dan kehormatan keluarga.Ketiga nilai ini dapat 
disimpulkan bahwa, perempuan dengan segala unsur yang dimilikinya dimasa lalu, 
hanya mempunyai kewajiban menjaga anak, menyelenggarakan urusan rumah tangga, 
dan memelihara harta dan martabat keluarga.
14
 
Tradisi yang telah mejadi pola baku, sejarah manusia yang tidak di ceritakan 
secara utuh, serta bahasa yang tidak pernah di ceritakan dasar falsafahnya merupakan 
masalah yang menciptakan ketidakadilan gender. Ketidak adilan dalam struktus sosial 
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ini, kemudian termanifestasikan melalui kehidupan ekonomi, sosial, politik dan 
budaya, pada akhirnya merangsang lahirnya gerakan emansipatoris yang kemudian 
disebut gerakan feminisme. 




Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban 
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang 
dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 
perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah 
tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari 
hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 




Dari beberapa uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan 
penelitian yang lebih dalam lagi mengenai pola hubungan kekuasaan pemerintah  
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kabupaten bulukumba dengan lembaga adat Ammatoa Kajang, khususnya terkait 
dengan kepemimpinan perempuan" 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Negosiasi Pemerintah Desa dengan Ammatoa Kajang 
terhadap Pengangkatan dusun pertama perempuan di Dusun Benteng 
Desa Tana Towa ? 
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Adat Ammatoa terhadap 
Kepemimpinan Perempuan di Dusun Benteng ? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk Mengetahui Negosiasi yang dilakukan Pemerintah Desa dengan 
Lembaga Adat Ammatoa Kajang terhadap Pengangkatan dusun 
pertama perempuan di Desa Tana Towa! 
2. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Adat Ammatoa terhadap 
Kepemimpinan Perempuan di Dusun Benteng! 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Akademik 
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat 
berkonstribusi di dalam menambah nuansa pada literature-
literatur ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada 
khususnya terutama terkait dengan pembahasan mengenai pola 
hubungan kekuasaan pemerintah dengan Ammatoa kajang 
terkhusus kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng 
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b. Diharapkan dapat menjadi literatul yang membantu peneliti 
berikutnya yang juga akan meneliti seputar informasi pola 
hubungan kekuasaan pemerintah dengan Ammatoa kajang 
terkhusus kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang 
bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk 
memahami akan besar dan pentingnya kekuatan yang dimiliki 
oleh adat Ammatoa Kajang dan melestarikan tradisi yang 
berada disekitarnya, dan dimanapun itu berada. Dan juga 
menjadi referensi penting dalam melihat pola hubungan antara 
adat dan kekuasaan dalam relasi pemerintah dan adat Ammatoa 
Kajang. 
b. Dan juga dapat menjadi bahan pendidikan moral sekalipun 
contoh panutan bagi tempat lain dalam hal kekompakan dan 
kerjasama antara adat dan pemerintah dalam membangun 
masyarakat yang dipimpinnya melalui jalan kemitraan dengan 







Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan karya terhadulu dimana ini 
sebaga rujukan dan referensi awal bagi penulis dan menjelaskan perbedaan tulisan 
sebelumnya dengan tulisan pada penelitian ini dan kekurangan serta keunggulan tiap-
tiap penelitian, dan pada bab ini juga membahas tentang tinjauan teoritik dimana 
penulis memilih teori mana yang cocok penulis gunakan yang tentunya berkaitan 
dengan penelitian ini sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis dan 
menjawab yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Dan yang terakhir 
pada bab ini menjelaskan kerangka konseptual dimana menjelaskan hasil dari 
penelitian ini tetapi hanya bersifat kerangka saja. 
A. Tinjauan Karya Terdahulu 
Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis paparkan, merupakan sesuatu 
hal yang sangat penting bagi penulis dan masyarakat untuk mendapatkan 
pengetahuan yang lebih real dari permasalahan ini. 
Untuk lebih jelasnya penulis dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi 
referensi dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang untuk lebih berkualitasnya 
skripsi ini , yaitu sebagai berikut: 
1. Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba dalam buku Sejarah Eksistensi 
Ada„ Lima Karaeng Tallua di Kajang, menyebutkan sebelum berlakunya UU 
14 
 
No. 29 tahun 1959 Kepala Distrik atau Camat adalah KaraengTallua yang 
disebut Labbiria. Posisi yang diberikan Amma Toa untuk pemerintahan di 
Tanah Loheya. Namun penyatuan sistem tersebut menyulut disfungsi tata 
pemerintahan, suatu hal yang harusnya bertahan dan tetap ada namun 
mengalami penghilangan otoritas. Labbiriya dalam adat dan Pasang tidak 
sepenuhnya berjalan.
1
 Aturan dan mekanisme yang mengakibatka suatu 
kemelut dalam sistem. Sebuah pilihan yang dapat saja meredupkan nilai 
fungsional antara pemangku adat Amma Toa khususnya Karaeng Tallua dan 
pemimpin adat tertinggi AmmaToa 
penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Ramli Palammai dan Andhika 
Mappasomba dengan judul Ada‟ Lima Karaeng Tallua di Kajang masih bersifat 
umum sehingga pembaca masih kebingungan untuk mendapat apa yang menjadi 
benang merah dari tulisan ini karena tidak memfokuskan sejarah eksistensi dari Ada’ 
Lima Karaeng Tallua itu sendiri. 
2. Yusuf Akib dalam Komunitas Berbaju Hitam (2003) menyebutkan bahwa 
fungsi dan peran Ammatoa telah bergeser dari pemimpin pemerintahan adat 
menjadi sekedar pemimpin acara keagaamaan. Hal ini terjadi pasca era 
kemerdekaan yang diperkuat dalam 2 sampai 3 dekade terakhir. Alhasil, peran 
peting majelis adat untuk membantu Ammatoa dalam mengurusi berbagai 
bidang pemerintahan skala komunitasnya semakin menyempit, peran para 
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pembantu Ammatoa yang lazim disebut Kolehai menjadi melemah meski 
begitu Ammatoa masih berpengaruh dalam mekanisme politik tradisional 
maupun pilihan politik di Kecamatan Kajang.
2
 
Pelaksanaan tugas yang diamanahkan Ammatoa kepada para 
pemangku adatnya yang mengalami dwifungsi tugas sebagai aparatur Negara 
atau pelaksana Pasang ri Kajang seakan melemah. Padahal pembagian 
kekuasaan ini termaktub dalam Pasang ri Kajang yaitu Amma mana’ ada’ 
Amma mana’ Karaeng yang artinya Amma melahirkan adat, Amma 
melahirkan pemerintahan. Menurut Ammatoa yang mengutip pesan dari 
Pasang: anrek nakkulle nipinra-pinra punna lebba artinya jika sudah menjadi 
keputusan/ketetapan, tidak boleh di ubah lagi. 
Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf Akib dengan judul 
Komunitas Berbaju Hitam juga masih mengalami kekurangan karena hanya 
menjelaskan pergeseran fungsi dan peran Ammatoa seharusnya harus menjelaskan 
secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi  fungsi dan peran Ammatoa   bisa 
mengalami pergeseran dan ada tawaran solusi yang diberikan. 
3. Abdul Hafid dalam bukunya yang berjudul “Ammatoa dalam Kelembagaan 
Komunitas Adat Kajang” menyebutkan bahwa kelembagaan komunitas adat 
Kajang merupakan suatu lembaga adat yang masih hidup dan bertahan sampai 
sekarang komunitas adat ini masih konsisten dalam menerapkan aturan dan 
norma-norma yang tertuang dalam pasang. Aturan yang tak tertulis ini 
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merupakan pedoman komunitas adat dalam bertindak dan berperilkau. 
Ammatoa sebagai pemimpin adat diberi amanah untuk senantiasa 
menjalankan dan menjaga kemurnian isi dari Pasang. Ammatoa dan 
masyarakatnya masih memegang prinsip hidup Kamase masea 
(kesederhanaan) serta masih mempertahankan pola hidup tradisional baik 
sistem sosial, budaya, politik maupun religinya. 
Struktur kelembagaan pada komunitas adat kajang meliputi: 
Amyang tertuang ma Toa, Karaeng Tallua dan ada' Limayya yang bergelar 
Galla'. Amma Toa sebagai perwakilan dari sang pencipta (Turi'e A'ra'na) 
dan dibantu oleh lima orang galla' dan aparat adat lainnya, yaitu Anronta 
(guru agama) dan sanro pakrasangang (dukung kampung). semua perangkat 
adat dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpegang teguh pada pasang. 
Dalam struktur kelembagaan adat kajang itu, hingga saat ini masih 
mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan 
sangsi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran adat, meskipun 
komunitas adat ini sudah diatur dalam sistem pemerintahan formal. Bila ada 
suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat adat akan diselesaikan 
pada tingkat pemerintah, demikian pula sebaliknya jika ada suatu masalah 
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Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Abdul Hafid yang berjudul 
Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang adapun yang menjadi 
kekurangan dalam penelitian ini karena tidak terlalu menjelaskan pergeseran 
kekuasaan Ammatoa apakah dalam pergeseran kekuasaan yang terjadi kepada 
Ammatoa ini merupakan hasil  politisasi dari pemerintah atau pihak luar yang ingin 
menghancurkan kebudayaan yang ada dalam Desa Tana Towa 
4. Karya Robert Endi Jaweng yang berjudul “Insfratruktur, Integritas dan 
Prestasi Perempuan kepala Daerah: Presfektif Desentralisasi Politik” yang 
membahas mengenai desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya tak sekedar 
menandai hadirnya momentum baru perubahan tata kelola pemerintahan di 
aras lokal. Dalam lanskap transisi politik, seperti kasus aktual di Indonesia 
hari ini, desentralisasi dan otonomi tersebut mesti lebih jauh dan mendasar 
lagi menjadi struktur perubahan itu sendiri, dan dalam tarikan nafas yang 
sama membuka kesempatan bagi transformasi struktural dan penataan ulang 
relasi kuasa (power-relations) pada matra gender, sosial, politik, ekonomi. 
Hanya pada struktur demikian kepemimpinan perempuan menjadi lebih 
bermakna, sekaligus menjadi humus bagi tumbuh-mekarnya tokoh-tokoh 
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penelitian yang keempat oleh Robert Endi Jaweng yang berjudul 
“Insfratruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan kepala Daerah: Presfektif 
Desentralisasi Politik”  yang menjadi kekurangan pada penelitian ini yang pertama 
hanya membahas tata kolola pemerintahan saja, tidak sepenuhnya membahas prestasi 
dan bagaimana cara perempuan pada penelitian bisa menduduki suatu jabatan. 
5. Evi Mulyasari dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Keterlibatan 
Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo" Skripsi ini memuat 
tentang Pertama, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten 
Wajo masih rendah. Peluang dan kesempatan telah diberikan kepada 
perempuan namun perempuan belum memaksimalkan peluang tersebut. 
Kedua, Dari jumlah perempuan yang terlibat dalam jabatan politik, beberapa 
kepala desa menjabat karena meneruskan periode setelah suaminya bukan 
karena pendidikan dan pengalaman organisasinya. Ketiga, Banyak 
permasalahan-permasalahan di Kabupaten Wajo yang membutuhkan 
peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan politik. Keempat, minat 
perempuan untuk terlibat dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo 
dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu : 
(1)Tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi (2) Faktor budaya (3) 
Faktor kebijakan (4) minat perempuan di luar bidang perpolitikan.
5
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penelitian ke lima yang dilakukan oleh  Evi Mulyasari dalam penelitiannya 
yang berjudul "Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten 
Wajo" penelitian ini hanya menganalisis keterlibatan perempuan semata dalam 
jabatan politik padahal sudah banyak perempuan yang  bernaung dalam jabatan 
politik seharusnya dia menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengaruh gender apakah 
betu-betul ketika ia menduduki sebuah jabatan politik ini karena terilhami oleh 
pemikiran kesetaraan gender. 
Dari kelima penelitian yang ada di atas  adapun yang menjadi keunggulan 
penelitian ini  adalah belum ada yang meneliti lebih mendalam tentang pola 
hubungan kekuasaan pemerintah bulukumba dengan Ammatoa kajang dalam hal ini 
studi  tentang kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng jadi penelitian ini sangat 
berbeda dengan sebelumnya. 
B. Tinjauan Teoritik dan Konseptual 
1. Negosiasi 
Menurut Suyud Margono negosiasi adalah komunikasi dua arah yang 
dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki 
berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
6
 Gary Goddpalter 
menyatakan bahwa negosiasi adalah “proses upaya untuk mencapai kesepakatan 
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 Suripto. Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik (Jurnal Politikologi, Volume 
3- No 1- Oktober 2016), hal. 85. 
20 
 




a) Teknik Negoisasi 
Penggunaan teknik negoisasi sangat dipengaruhi oleh faktor karakter, 
kepribadian, budaya, pengalaman dan pendidikan. Karena perbedaan tersebut 
berpengaruh terhadap cara orang atau kelompok melakukan negosiasi. Menurut 
Jimmy Joses Sembiring, bahwa teknik negosiasi ada lima yaitu:
8
 
1. Teknik Negosiasi Kompetitif 
a) Diterapkan untuk negoisasi sifat alot 
b) Adanya pihak yang mengajukan 
c) permintaan tinggi pada awal negosiasi 
d) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas 
e) Perunding lawan dianggap musuh 
f) Adanya pihak yang menggunakan caracara berlebihan untuk menekan pihak 
lawan 
g) Negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat 
2. Teknik Negosiasi Kooperatif 
a) Menganggap negosiator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh 
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 Suripto. Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik, (Jurnal Politikologi, Volume 
3- No 1- Oktober 2016), hal. 85. 
8
 Suripto, Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik, (Jurnal Politikologi, Volume 
3- No 1- Oktober 2016), hal. 86. 
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b) Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau 
bekerjasama 
c) Tujuan negosiator adalah menyelesaikan sengketa yang adil berdasarkan 
analisis yang obyektif dan atas fakta hukum yang jelas 
3. Teknik Negosiasi Lunak 
a) Menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak 
b) Tujuannya untuk mencapai kesepakatan 
c) Memberi konsesi untuk menjaga hubungan timbal balik 
d) Mempercayai perunding 
e) Mudah mengubah posisi 
f) Mengalah untuk mencapai kesepakatan 
g) Berisiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding keras karena 
yang terjadi pola “menang kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat 
semu. 
4. Teknik Negosiasi Keras 
a) Negosiator lawan dipandang sebagai musuh 
b) Tujuan adalah kemenangan 
c) Menurut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan baik 
d) Kerap terhadap orang maupun masalah 
e) Tidak percaya terhadap perunding lawan 
f) Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (win-lose) 
g) Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan 
22 
 
5. Teknik Negosiasi Interest Based 
a) Sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak, karena teknik 
keras berpotensi mengalami kebuntuan (dead lock), sedangkan teknik lunak 
berpotensi citra pecundang (loser) bagi pihak yang minor 
b) Mempunyai empat komponen dasar yaitu people, interest, option/solution dan 
criteria 
b)  Elemen-Elemen Dalam Negosiasi: 9 
1) Negosiasi adalah proses interaksi antar dua pihak atau lebih yang terlibat 
bersama dalam sebuah hasil akhir tetapi menggunakan argumen dan persuasi 
dan meng-akhiri perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat 
diterima bersama dan terjadi suatu dealing.  
2) Terjadi interaksi di antara orang-orang terutama antar komunikasi lisan yang 
langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting. 
Kemajuan hasil negosiasi sangat dipengaruhi oleh sikap dan emosi manusia, 
tidak saja oleh logika argumentasi masing-masing pihak. Harga diri, 
kemarahan, humor, rasa takut persaingan unsur penting dalam proses 
negosiasi.  
Teori negosiasi yang ada di atas sangat terkait dengan penelitian ini, karena 
dalam masyarakat Desa Tana Towa ini merupakan suatu fenomena awal yang terjadi 
karena sebelumnya belum ada perempuan yang pernah memimpin khususnya di 
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 Lidia Evelina. Pentingnya Keterampilan Berkomunikasi dalam Lobi dan Negosiasi, (Jurnal 
Komunikologi, Volume 1 – No 2 – Tahun 2004),  hal. 50. 
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kawasan adat Ammatoa Kajang, teori negosiasi ini sangat mendukung sekali karena 
kita bisa melihat bagaimana negosiasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan 
Ammatoa kajang sehingga bisa mengangkat Dusun perempuan pertama di dusun 
Benteng. Sebagaimana adanya larangan kepemimpian perempuan di kawasan adat 
Ammatoa yang termuat dalam pasang serta adanya aturan pemerintah yang 
mengharuskan bahwa segala perangkat Desa harus minimal memiliki ijazah SMA, 
sementara dalam Desa Tana Towa masih jauh yang namanya pendidikan olehnya itu 
dengan adanya teknik negosiasi yang ada di atas ini sangat membantu penulis karena 
dengan teori negosiasi ini penulis dapat menganalisis bagaimana negosiasi yang 
dilakukan pemerintah Desa dengan Ammatoa Kajang berdasarkan cirri dan 
karakteristik teknik negosiasiyang ada di atas. 
2. Kekuasaan 
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisi kepada 
negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk 
mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya 
dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, 
karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada 
kekuasaan. Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai 
kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. 
Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlansung dimana-mana dan disana 
terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, 
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melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari 
dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.
10
 
Foucault melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, dimana dia 
melihat pengetahuan adalah kekuasaan. Dimana dalam konsep diskursus (yaitu 
berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan 
pernyataan-pernyataan yang berarti pada 1 rentang historis tertentu) sebagai 
gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan dan 
diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan berkait dengan pengetahuan. oleh 
sebab itu, kekuasaan itu tersebar dan datang dari mana-mana.
11
 Kekuasaan dijalankan 
bukan hanya melalui pengutamaanya, melainkan juga kondisi-kondisi yang 
memungkinkannya. Dimana, foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha 




Pada umumnya, sumber kekuasaan itu berasal dari dewa, yang dianggap 
sebagai ilahi yang memberikan kekuasaan, seperti halnya dalam Adat Ammatoa 
Kajang yang dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan adalah orang yang 
mendapat petunjuk dan Ilham dari Allah. Selain itu, sumber kekuasaan yang lainnya 
itu berasal dari kekayaan dimana sejak dahulu hingga sekarang kebanyakan orang 
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 Michel Foucault. Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta:Gramedia,2000), hal. 
144. 
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 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2013), hal. 74. 
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 Michel Foucault, Wacana Kuasa Pengetahuan: Terjemahan dari Power /Knowledge 
(Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), hal. 304. 
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yang memiliki kekayaan mampu mengatur orang lain. Dan juga lewat kedudukan, 
pangkat dan jabatan di atas segala-galanya. 
Namun bagi plato sendiri, kekuasaan bukanlah dilihat dari pangkat, 
kedudukan, jabatan, kekayaan dan dari dewa yang di anggap ilahi. Melainkan plato 
menobatkan ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk di atas tahta 
pemerintahan negara ideal karena hanya pengetahuanlah yang dapat membimbing 
dan menuntun manusia datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang 
ada dalam keberadaannya yang sempurna didunia ide. Hanya pengetahuanlah yang 
sanggup mengembalikan manusia ke dunia ide untuk mengenal kembali dengan 
sebaik mungkin apa yang dahulu pernah diketahuinya dengan sempurna jika 
pengetahuan menduduki tempat yang terutama dan memegang peranan yang 
terpenting maka pada tempatnyalah apabila dikatakan bahwa pengetahuan itulah yang 
menjadi sumber kekuasaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwasanya pengetahuan 
adalah kekuasaan.
13
 Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan 
bahwasanya betapa mulia dan tingginya derajat orang yang berilmu pengetahuan, 
sebagai berikut: 
                                  
                                 
    
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11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 




Berdasarkan ayat di atas, dapat kita memahami bahwasanya orang yang 
memiliki ilmu pengetahuan dan beriman kepada Allah akan diangkat derajatnya baik 
didalam kehidupan dunia maupun akhirat dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan 
akan memiliki pula kekuasaan baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap 
orang lain. 
1. Penyelenggaraan Kekuasaan 
Plato tidak pernah membedakan antara kekuasaan penguasa dengan 
kekuasaan seseorang terhadap istrinya dan anak-anaknya karena plato dalam 
ajarannya mengatakan bahwa negara adalah suatu keluarga besar. Kekuasaan yang 
dikehendaki oleh plato adalah kekuasaan yang bukan berlandaskan dengan paksaan 
atau kekerasan kecuali hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang biasa dan 
normal, sebab kekuasaan itu haruslah dilakukan dengan persuasi. Atau dengan 
katalain disebut sebagai kekuasaan yang paternalistik dimana para penguasa yang 
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2. Ditribusi Kekuasaan  
Secara Umum, proses distribusi kekuasaan terjadi dalam dua bentuk, yaitu:
16
 
 Distribusi melalui pemberian, dapat terjadi dalam berbagai bentuk 
seperti pewarisan, pergiliran dan undian. Distribusi melalui pewarisan 
seperti pengalihan kekuasaan kepada anak, keponakan, saudara atau 
keluargaterdekat. Contoh realnya dapat kita lihat pada sistem 
kerajaan, seperti kerajaan inggris dan kerajaan di indonesia pada masa 
nusantara. 
 Distribusi melalui usaha, seperti distribusi melalui pemberian, melalui 
pelatihan, pemilihan dan perebutan. Pemilihan merupakan suatu 
bentuk yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang menganut 
demokrasi dimana seseorang dapat diberi hak untuk mengelola suatu 
kekuasaan. 
Dari teori kekuasaan yang ada di atas sangat terkait dengan penelitian ini 
sebagaimana dalam Desa Tana Towa pemerintah desa dan Ammatoa mempunyai 
hubungan kekuasaan konsultatif  seperti yang dijelaskan Foucault, kekuasaan 
bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. 
Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di 
mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari 
relasi-relasi antara berbagai kekuatan.seperti halnya yang terjadi dalam negosiasi 
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2013),  hal. 90-92. 
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pemerintah desa dengan Ammatoa terhadap pengangkatan Dusun pertama perempuan 
di situlah terjadi relasi kuasa karena pemerintah Desa dan Ammatoa masing-masing 
memiliki kekuasaan terhadap kepemimpinan perempuan, dimana kepala desa 
memiliki kekuasaan berdasarkan permandagri sementara Ammatoa memiliki juga 
kekuasaan berdasarkan pasang ri kajang oleh  karena itu dengan teori kekuasaan 
diatas kita bisa melihat relasi kuasa yang terjadi antara pemerintah dengan Ammatoa 
sehingga kita bisa mengetahui bahwa pola hubungan kekuasaan yang terjadi itu 
seperti apa. 
3. Budaya Politik 
Almond dan verba mendefinisikan budaya politik sebagai sikap orientasi 
yang khas warga negara terhadap sistem politik dan beragam bagiannya, dan sikap 
terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, distribusi 
pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa. Lebih 
jauh, mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan 
dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang 
mereka miliki. Dengan orientasi itu pula, mereka menilai serta mempertanyakan 
tempat dan peranannya dalam sistem politik.
17
 
Berikut adalah beberapa pengertian budaya politik, yang dapat dijadikan 
sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis. 
1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas 
pengetahuan, adat-istiadat, takhayul, dan mitos. semuanya dikenal dan 
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diakui oleh sebagian besar masyarakat. budaya politik memberikan 
alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. 
2. budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generik. aspek 
doktrin menekankan isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau 
nasionalisme. aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri 
budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, dan tertutup.  
3. hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai 
adalah prinsip dasar yang melandasi pandangan hidup yang berhubungan 
dengan masalah tujuan. 
4. bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka 
dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam 
pergaulan masyarakat, pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong 
inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status 
quo atau mendorong mobilitas), dan prioritas kebijakan (menekankan 
ekonomi atau politik) 
Menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe tersendiri. melalui 
hasil penelitian lima negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat tiga budaya 
politik yang dominan terdapat di tengah individu. tipe budaya politik berarti jenis 
kecenderungan individu di dalam sistem politik. tipe-tipe budaya politik yang ada 
adalah sebagai berikut 
a) Budaya Politik Parokial 
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 Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang ikatan 
seseorang individu terhadap sistem politik tidak begitu kuat, baik secara kognitif 
maupun efektif. dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat 
khusus. individu tidak mengharapkan perubahan apa pun dari sistem politik. Hal ini 
diakibatkan individu tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari sebuah bangsa secara 
keseluruhan. ia hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat 
dengannya, misalnya suku, agama, ataupun daerahnya. 
b) Budaya Politik Subjek 
 Tingkatan budaya politik subjek lebih tinggi dari pada budaya parokial 
karena individu merasa bahwa merheka adalah bagian dari warga suatu negara. 
Individu yang berbudaya politik subjek memberi perhatian yang cukup terhadap 
politik, tetapi sifatnya pasif. mereka kerap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak 
bangga atasnya. secara emosional, mereka tidak merasa terlibat dengan negaranya. 
ketika membicarakan masalah politik tidak merasa nyaman sebab mereka tidak 
memercayai orang lain dengan mudah. bagian ujung yang lain, saat berhadapan 
dengan institusi negara, mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. 
c) Budaya Politik Partisipan 
Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi 
tingkatannya dari budaya subjek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti 
bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai sejumlah hak dan kewajiban, 
misalnya hak untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, 
pendidikan, dan pada sisi lain, misalnya, kewajiban untuk membayar pajak. 
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 Dalam budaya politik partisipan, individu sering dan merasa bebas 
mendiskusikan masalah poliitik. mereka merasa bahwa hingga tingkatan tertentu, 
mereka dapat mempengaruhi perpolitikan negara. merakapun merasa bebas dan 
mampu mendirikan organisasi politik, baik untuk memprotes maupun mendukung 
pemerintah. jika tidak mendirikan organisasi poltik, mereka bergabung dalam 
organisasi sukarela, baik bersifat poltik maupun tidak. ketika mengikuti pemilu, 
mereka cukup merasa bangga. 
Dari teori yang ada di atas sangat terkait dengan penelitian ini bagaimana 
budaya politik yang ada di Desa Tana Towa khususnya dalam kawasan adat 
Ammatoa seperti dalam penelitian ini apakah dalam negosiasi yang dilakukan 
pemerintah desa dengan Ammatoa kajang apakah Ammatoa masih tetap 
mempertahankan ajaran pasang yang dianutnya selama ini sebagai pedoman hidupnya 
atau Ammatoa sudah terkontaminasi dengan politik luar sebagaimana hakikat dan ciri 
budaya politik adalah menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang 
melandasi pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan. 
4. Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender 
Untuk memahami konsep gender harus di bedakan kata gender dengan kata 
seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian 
dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis 
kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia  jenis laki-laki adalah manusia yang 
miliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki 
penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi 
32 
 
seperti Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina 
dan mempunyai alat menyusui.Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada 
manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya.Secara permanen tidak berubah dan 




Sedangkan kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status 
dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan 
(konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia 
yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke 
tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, 
dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya 
tergantung waktu dan budaya setempat.
19
 
Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan 
perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan 
yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. 
Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan 
ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). 
Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang 
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pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan 
dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta 
cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender 
secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam 
masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, 
tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. 
Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga 
kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi 
sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan 
laki-laki.  
Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki 
menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku 
yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan 
menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi.Akhirnya tuntutan peran, tugas, 
kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan 
yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari 
masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku 
membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, 
misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau mengendong anaknya di 
depan umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk 
bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam 
memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya 
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perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah 




Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender
21
 
1. Kesetaraan gender: Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang 
setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-
hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. 
Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “Gender Equalitypermits women 
and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, 
opportunities, resources and the benefits from development results. 
(kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-
laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai 
manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan 
menikmati manfaat dari hasil pembangunan).  
2. Keadilan gender: Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui 
proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan 
berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan 
bahwa “Gender Equityis the process of being fair to women and men. To 
ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and 
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social disadvantages that prevent women and men from operating on a level 
playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender 
equality. Equity is the means; equality is the result. (Keadilan gender 
merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun 
laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk 
mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah 
perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi 
keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan 
gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).  
3. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam keluarga  
a) Aksesdiartikan sebagai “the capacity to use the resources necessary to be a 
fully active and productive (socially, economically and politically) participant 
in society, including access to resources, services, labor and employment, 
information and benefits”. (Kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk 
sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi 
dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, 
tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat). Contoh: Memberi 
kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan 
sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya 
keluarga mencukupi.  
b) Partisipasidiartikan sebagai “Who does what?” (Siapa melakukan apa?). 
Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan 
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atas penggunaan sumberdaya keluarga secara demokratis dan bila perlu 
melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.  
c) Kontroldiartikan sebagai ”Who has what?” (Siapa punya apa?). Perempuan 
dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya 
keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga.  
d) Manfaat. Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi 
seluruh anggota keluarga.  
Berangkat dari teori ini kita bisa lihat sejauh mana pengaruh gender dalam 
kehidupan masyarakat adat Ammatoa khususnya dalam kepemimpinan perempuan 
pertama di dusun Benteng ini, karena ini merupakan fenomena awal yang terjadi 
dalam Desa Tana Towa  apakah betul-betul terilhami oleh pemikiran dari konsep 
kesetaraan gender ini, karena dalam desa Tana Towa juga sudah banyak perempuan 
yang berpendidikan tinggi salah satunya adalah Ibu dusun yang terpilih, tentunya ibu 
Dusun  juga sudah banyak mendapat banyak ilmu ilmu di luar dan  pengaruh konsep 
kesetaraan gender semakin meluas terbukti sudah banyak perempuan yang terjun 
dalam dunia politik dan bahkan ada yang berhasil menjadi bupati misalnya bupati 
Luwu, tentunya ini menjadi motivasi bagi para perempuan untuk menyamakan 
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Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini serta bagaimana cara 
pengumpualan data dalam penelitian ini, siapa-siapa yang menjadi informan yang 
membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta yang terakhir 
menjelaskan bagaimana teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini 
analisisnya ditekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis 
terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati degan menggunakan 
logika ilmiah. 
Pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan: pertama, 
penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan  
ganda; kedua,  metode ini menyajikan secara lansung hakikat hubungan antara 
peneliti dan informan; ketiga, metode kualitatif  lebih peka dan lebih dapat 
menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman 
terhadap pola-pola nilai dan perilaku yang dihadapi.
1
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Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 
bertolak pad teori saja. Melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dalam 
penelitian, metode kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana pola hubungan 
pemerintah kabupaten Bulukumba dengan Ammatoa Kajang terkhusus 
kepemimpinan perempuan yang ada di Dusun Benteng. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan 
Kajang khususnya Desa Tana Towa. 
B. Jenis Data 
Adapun jenis data penelitian ini adalah: 
1. Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
2
 Dalam penelitian 
ini, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
2. Data sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 
lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan 
dalam suatu penelitian tertentu.
3
 Data sekunder dalam penelitian di dapatkan dari 
situs-situs institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu referensi berdasarkan 
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kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, dan artikel yang terkait 
dengan pembahasan penelitian. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi: 
1. Metode Observasi  
Metode observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap 
fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan pencatatan dengan 
sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
4
 Oleh karena itu metode observasi 
ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja yaitu untuk 
melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah 
diperoleh dari hasil wawancara. Observasi yang dilakukan berupa melihat rutinitas 
aktivitas kerja di Desa Tana Towa dan kawasan adat. 
2. Metode Wawancara 
Wetode wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.
5
 Dalam konteks 
penelitian ini, peneliti mengunjungi kepala Desa Tana Towa, Ammatoa selaku 
pemimpin adat, kepala Dusun perempuan, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, para akademisi yang pernah melakukan penelitian sebelumnya yang 
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Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), 
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terkait dengan judul ini serta tokoh pemuda dan wanita untuk melakukan wawancara 
agar mendapatkan data yang sesuai penelitian begitupun dengan informan lain, 
peneliti mengunjungi rumah, kantor, atau tempat-tempat tertentu sesuai dengan 
keinginan informan agar proses wawancara (interview) berjalan dengan baik. Metode 
ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data yang sesuai. 
3. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau 
variable-variabel berupa catatan transkip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.
6
 
Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan menguatkan 
hasil kajian seperti halnya dalam penelitian ini, referensi tambahan diperlukan untuk 
meramu hasil penelitian, seperti menggunakan jurnal dari internet dan buku teori-
teori. 
D. Instrumen Penelitian 
Selain kualitas pengumpulan data, kualitas instrumen penelitian sangat 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Karena instrument penelitian yang baik akan 
menghasilkan data yang valid an realible. Instrumen adalah alat bantu yang 
digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian bermanfaat untuk 
memperoleh kesimpulan yang benar dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, 
“the researcher is the key instrument”  yang menjadi instrumen utama adalah peneliti 
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. Meskipun peneliti sendiri sebagai instrument utama tetapi dalam penelitian 
ini alat bantu sangat diperlukan sebagai panduan penelitian, misalnya pedoman 
wawancara, buku catatan peneliti, handpone sebagai alat komunikasi sekaligus 
perekam sehingga diperoleh data yang obyektif. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah: 
1. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data merupakan proses memilih, memilah mengabstraksikan dan 
mentransformasikan data mentah (raw data) yang diperoleh dari lapangan.
8
 Proses ini 
berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir. Fungsi reduksi data 
adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik. Reduksi data adalah bagian 
yang tidak terpisahkan dari analisis. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-
milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari informan karena tidak semua hasil 
uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini. 
2. Penyajian Data (data display)  
Ata dalam Penyajian data adalah tahap kedua telah melakukan reduksi data, 
yaitu menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan.
9
 Hal 
ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian 
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dilakukan dengan mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa 
kategori dan dilakukan secara sistematis. 
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (conclution drawing/verification) 
Langkah ketigaan alisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dilakukan selama dalam penelitian. 
Namun demikian kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 
akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang kuat mendukung pada 
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian 
tempat dimana peneliti melakukan penelitian tepatnya di Desa Tana Towa, dimana 
gambaran umum lokasi penelitian disini menjelaskan kondisi geografis Desa Tana 
Towa, mata pencaharian masyarakat Desa Tana Towa serta sejauh mana tingkat 
pendidikan masyarakat Desa Tana Towa, pada bab ini juga akan menjelaskan hasil 
dari penelitian ini, menjawab dari apa yang menjadi rumusan masalah pada bab 
sebelumnya. 
A. Gambaran Umum Desa Tana Towa 
1. Kondisi Geografis 
Kawasan adat Ammatoa bertempat di Desa Tanah Towa terletak di sebelah 
utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provensi Sulawesi 
Selatan. Desa Tana Towa ini merupakan tempat bermukim sekolompok masyarakat 
yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua 
pembagian wilayah adat yaitu Ilalang Embaya dan Ipantarang Embaya. Istilah 
Ilalang dan Ipantarang masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata Emba dapat 
diartikan sebagai kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, Ilalang Embayya dapat 
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dipahami sebagai wilayah yang berada di dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya 
Ipantarang Embaya bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa.
1
 
Secara geografis wilayah Desa Tana Towa, berada pada daerah perbukitan 
dan bergelombang. Jika di lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Tana Towa 
sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5745 
mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 „c, dengan kelembaban udara 70% 
pertahun. Luas wilayah Desa Tana Towa secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang 
terbagi atas beberapa peruntukan , seperti untuk luas pemukiman 169 ha, untuk 
persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 
ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha. 
Secara administrasi, di Desa Tana Towa ini dibatasi oleh desa-desa 
tertangga, yaitu sebagai berikut:
2
 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batunilamung 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan  Desa Bontobaji 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malleleng dan 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang 
Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintah kecamatan Kajang 
dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat kajang, kurang lebih 25 
km. sedangkan dari ibu kota Kabupate54n Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, dan 
270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintah Desa Tana Towa 
sudah beraspal sepanjang lima kilometer (dari jalanan raya poros Tanete-Tanajaya), 
hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat adat Kajang dalam hal di kawasan 
adat tersebut, sehingga akses ke kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan cukup 
lancar. 
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2. Kondisi Demografis 
a. Penduduk 
Menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Tanah Towa , Kec. 
Kajang, Kab. Bulukumba  sebesar  4.229 Jiwa dengan rincian: 
Laki-Laki : 1.932 jiwa 
Perempuan : 2.297 jiwa 
Desa tersebut dihuni oleh sekitar 4.229 jiwa, yang terdiri dari 1.932 jiwa 
laki-laki dan 2.297 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis 
kelamin laki-laki lebih sedikit dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 
0.365 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Tanah 
Towa Pada Tahun 2014. 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1 Laki-laki 1.932 jiwa 
2 Wanita 2.297 jiwa 
3 Jumlah 4.229 jiwa 
Sumber: Profil Desa Tanah Towa Tahun 2014.
3
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan 
Masyarakat  Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba sebanyak 4.229 Jiwa. 
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Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Tanah 
Towa Tahun 2016 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1 Perempuan 2.049 jiwa 
2 Laki-Laki 1.845 jiwa 
3 Jumlah 3.894 jiwa 
Sumber : Data Monografi Kantor Desa Tanah Towa Tahun 2016 
4
 
Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah  penduduk desa Tanah 
Towa mencapai 3.894 jiwa terdiri dari laki-laki 1.845 jiwa dari jumlah penduduk 
yang tercatat sementara perempuan sejumlah 2.049 jiwa dari jumlah yang tercatat 
dengan jumlah kepala keluarga 304 KK (kepala keluarga).. 
Dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di 
administrasi desa, terdapat selisih sebanyak 335 jiwa yang tidak tercatat dalam Survei 
data sekunder. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki sistem 
administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap penyebab terjadinya selisih data 
penduduk tersebut. 
Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa faktor-faktor 
penyebab terjadinya selisih tersebut adalah:  
1) Banyak warga yang mencari nafkah di luar desa.  
2) Banyak warga Desa Tanah Towa yang merantau keluar negeri. 
                                                             
4 Arsip Kependudukan di Kantor Desa Tana Towa Tahun 2016. 
48 
 
3) Banyak warga yang sudah pindah domisili dikarenakan: 
a) Perkawinan keluar desa 
b) Pindah rumah karena pekerjaan dan tugas 
c) Banyak penduduk yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat 
d) Banyak tercatat doble dan lain-lain. 
b. Mata pencaharian 
Desa Tanah Towa memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.894 jiwa secara 
keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai 
petani atau boleh dikata hampir semuanya petani. Dari jumlah penduduk Desa Tanah 
Towa sebanyak 3.894 Jiwa hanya ada 1.257 Jiwa yang secara aktual bekerja. Ini 
menandakan bahwa Desa Tanah Towa termasuk dalam kategori desa agraris. Adapun 
yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, Petani, dan Wiraswasta. 
Berikut ini terlihat dalam bentuk tabel mengenai jumlah penduduk Desa 
Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba menurut mata pencaharian. 
Tabel III. Jumlah Penduduk Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. 
Bulukumba Menurut Mata Pencaharian 
 
Mata pencaharian Jumlah Persen (%) 
Petani 1.137 90.5% 
Wiraswasta 75 5.9% 
Pegawai swasta 28 2.2% 
Pegawai Negeri 17 1.4% 
Jumlah 1257 100% 
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Sumber : Kantor Desa Tanah Towa Tahun 2016.
5
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk mempunyai mata 
pencaharian yang telah disebutkan di atas adalah petani, kebanyakan penduduk yang 
ada di Desa Tanah Towa adalah bermata pencaharian sebagai petani, namun ada juga 
yang mempunyai mata pencaharian seperti: Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta,dan 
lain-lain sebagai sumber penghidupan mereka. 
c. Tingkat Pendidikan 
Pada umumnya tingkat pendidikan di lingkungan desa Tanah Towa masih 
sangat rendah, banyak para orang tua mayoritas berpendidikan SD, bahkan banyak 
pula diantara mereka yang masih buta huruf. Begitupun dengan generasi dibelakang 
ini, mereka kebanyakan berpendidikan SD, sebagian lagi SMP dan SMA, dan hanya 
ada beberapa orang  dari mereka yang bisa berpendidikan sampai ke perguruan tinggi 
khususnya di Dusun Benteng Desa Tanah Towa (tempat berdiam Amma Toa). 
Tabel IV. Keadaan Penduduk Desa Tanah Towa Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 2016. 
 
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 
Tidak pernah sekolah 196 5,03% 
Tidak tamat SD 1612 41,39% 
Tamat SD 1587 40,75% 
Tamat SLTP 365 9,37% 
Tamat SLTA 98 2,51% 
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Akademi / PT 36 0,92% 
Jumlah 3894 100% 
Sumber : Kantor Desa Tanah Towa Tahun 2016.
6
 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3. 894 jiwa penduduk Desa 
Tanah Towa terdapat 196 jiwa atau 5,03 persen yang tidak pernah sekolah. Tingkat 
pendidikan yang memperlihatkan angka yang sangat besar adalah tidak tamat SD 
sebanyak 1612 jiwa atau 41,39 persen, tamat SD sebanyak 1587 jiwa atau 40,75 
persen, tamat SLTP sebanyak 365 jiwa atau 9,37 persen, tamat SLTA sebanyak 98 
jiwa atau 2,51 persen, sedangkan tamat Akademi sebanyak 36 orang atau 0,92 persen. 
Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini jumlah dari keseluruhan 
penduduk Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba, mereka sudah banyak 
yang mengenal betapa pentingnya berpendidikan bahkan sudah kebanyakan yang 
terjun ke dunia Politik. 
d. Kondisi Sosial Budaya  
Masyarakat tanah towa sangat menghormati lingkungan. Bagi masyarakat 
tanah towa sumber kehidupannya adalah tanah, maka tanah bagi mereka sangat 
berarti. Seperti kasih sayang seorang anaka kepada ibunya, demikianlah kecintaan 
masyarakat kepada tuhannya. Bagi mereka, Tanah adalah ibu yang telah memberi 
kehidupan, membesarkan, dan menjaga mereka dari segala malapetaka yang 
mengancam, oleh sebab itu seperti anak yang berbakti kepada ibunya, masyarakat 
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tanah towa juga selalu ingin berbakti kepada tuhannya. Menjaga kualitas dan kualitas 
tanah, itulah yang mereja jalankan turun temurun.
7
 
Berbicara tentang kearifan ekologis yang di praktekkan ileh masyarakat 
tanah towa, tidak terlepas dari sebuah prinsip hidup yang tersebut tallasa kamase-
mase (hidup penuh dengan kesederhanaan) yang merupakan dari pasang ( aturan atau 
pedoman hidup). Dimana secara eksplisit memerintahkan masyarakat tanah towa 
untuk hidup secara sederhana dan bersahaja, menolak sesuatu yang berbau teknologi. 
Karena menurutnya, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi 
kehidupan mereka juga merusak kelestarian sumber daya alam. Sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan penenun. Aktivitas ini pun 
dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tanpa ada kecenderungan 
mencari sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup mereka. 
Secara harfiah, tallasa kamase mase berarti hidup memelas, hidup apa 
adanya. Memelas, dalam arti bahwa tujuan hidupwarga  masyarakat Kajang. Menurt 
pasang adalah semata mata mengabdi kepada Turek Akrakna. Prinsip tallasa kamase 
mase, berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebihan dalam kehidupan sehari-
hari, baik untuk makan maupun kebutuhan untuk pakaiannnya. Dengan cara 
demikian, maka keinginan mendapatkan hasil berlebihan dari dalam hutan dapat 
dihindari, setidak tidaknya dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga hutan tidak 
terganggu kelestariannya.  
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Hidup sederhana bagi masyarakat Adat Kajang adalah semacam ideologi 
yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan 




1. Ammentengko nukamase-mase, accidongko nukamase-mase, addakka ko 
nukamase-mase, a’maeko nukamase-mase artinya: berdiri engkau sederhana, 
duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana dan berbicara engkau 
sederhana. 
2. Anre kalumangnyang kalupepeang, rie kamase-masea, angngangre narie, 
care-carena rie pammalli juku na rie, kokona rie bola situju-tuju. Artinya: 
kekayaan itu tidak kekal yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, 
pakaian secukupnya, pembeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah 
seadanya. 
3. Jagai lino lollong bonena, kammayatompa langika, rupa taua siagang 
boronga. Artinya: peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, 
manusia dan hutan. Pasang ini mengajarkan nilai kebersahajaan bagi seluruh 
warga masyarakat kajangtak terkecuali Ammatoa pemimpin tertinggi Adat 
Kajang. Hal ini dapat dipandang sebagai filosofi hidup mereka yang 
menempatkan langit, dunia, manusia dan hutan hutan, sebagai suatu kesatuan 
yang tak terpisahkan dalam suatu ekosistem yang harus dijaga 
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keseimbangannya. Manusia hanyalah salah satu komponen dari makro 
kosmos yang selalu tergantung dengan komponen lainnya. Untuk itu, dalam 
berinteraksi dengan komponen makro kosmos lainnya, manusia tidak boleh 
bertindak sewenang-wenang karena akan merusak keseimbangan yang telah 
tertata secara alami. 
Masyarakat Tanah Towa masih berpegang teguh pada prinsip nenek 
moyang yaitu Pasang Ri Kajang Kamase-mase. Kamase-mase atau kesederhanaan 
merupakan salah satu lambang identitas masyarakat Tanah Towa atau orang Kajang. 
Budaya gotong royongpun masih dijaga kelestariannya sehingga hampir tidak semua 
kegiatan dibarengi dengan gotong royong atau kebersamaan. 
Kesederhanaan dalam prinsip kamase-masea dapat dilihat dari cara 
berpakaian masyarakat Tanah Towa yang memakai pakaian serba hitam. 
Merekapun pantang memakai alas kaki baik sendal maupun sepatu. 
Masyarakat Tanah Towa sangat menjaga kelestarian hutannya. Dikarenakan 
Pasang (pesan) secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada 
kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, 
atau memungut hasil-hsil hutan. Pasang inilah yang memberikan ketentuan tersebut 
agar aturan yang ditetapkan berjalan dengan efektif. Merawat hutan, bagi masyarakat 
Tanah Towa merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian 
dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur Suku Kajang.
9
 
                                                             
9
 Zulkarnain. Tradisi Acara Kematian Masyarakat Adat Kajang (Skripsi Sarjana, Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar,2015). hal. 19. 
54 
 
Masyarakat adat Tanah Towa menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam 
kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan. Ketentuan adat yang 
diberlakukan di wilayah adat Tanah Towa diberlakukan kepada seluruh komponen 
masyarakat tanpa terkecuali. Ketentuan ini berlandaskan pesan leluhur yang 
disampaikan secara turun temurun. Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu 
yang baku (lebba) yang diterapkan kepada setiap orang yang telah melakukan 
pelanggaran yang dapat merusak kelestarian lingkungan hutan. 
e. Kondisi Sosial Agama 
Dalam sisi kehidupan manusia, agama menjadi landasan dan pedoman dasar 
utama untuk bermasyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa dilepaskan dari 
naungan agama, sebab tanpa adanya identitas seseorang dalam beragama dapat 
dikatakan tidak adar arah dan tujuan serta pedoman bagi dirinya. 
Kepercayaan komunitas adat Kajang adalah mengaku beragama islam. 
Sebagian besar komunitas dipengaruhi oleh kepercayaan Patuntung. Paham ini 
berlandaskan kejujuran dalam menjalani kehidupan di dunia, karena mereka patuh 
dan taat pada “Turiek Akrakna” (yang punya kehendak) yang dipegang teguh oleh 
kepercayaab Patuntung. Pada prakteknya, cara hidup patuntung yang mengkiblatkan 
diri pada pasang ri Kajang atau pesan-pesan dimana seluruh interaksi masyarakat adat 
Kajang yang mengharuskan pola hidup yang sederhana, menghindari sikap yang 
berlebih-lebihan, memperlakukan makhluk-makhluk disekelilingnya dengan 
bersahaja. Kesemuanya itu tertuang dalam satu payung atau semboyang yang sangat 
dikenal sebgai Tallasa Kamase-mase. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasang ri 
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Kajang yang mengatakan bahwa “Ammentengko nu Kamase mase, Akcidongko nu 
Kamase-mase, A’lingkako nukamase-mase, Akmiakko nukamase-mase”. 
Agama Islam masuk di Bulukumba berawal dari seorang ulama besar yaitu 
Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Dato ri Tiro. 
Dikisahkan bahwa kedatangan beliau di Kecamatan Bonto Tiro adalah dengan 
maksud mengislamkan Raja Tiro yaitu I Launru Dg. Biasa.
10
 
Adapun ajaran yang dikembangkan oeh Dato‟ ri Tiro adalah ilmu tasawuf 
dan kebatinan dengan pendekatan kekeramatan. Setelah raja menerima islam, maka 
Dato ri Tiro bertanya kepada Raja “Daerah manakah yang terkenal keberaniannya 
Bulukumba?” raja menjawab “Daerah Kajang”. Akhirnya Dato ri Tiro ke Kajang 
mengajarkan agama islam. Singkatnya, bahwa kesepakatan antara Ammatoa, 
Karaeng Tallua, dan Ada’ Limaya mengutus utusannya untuk belajar agama islam, 
yaitu: 
1) Janggo Toa (anak Ammatoa) dikirim ke Luwu dan belajar Islam dari Dato‟ 
Patimang, ajaran yang diperoleh adalah: syahadat, kallongtedong 
(menyembelih hewan), nikkah (nikah), dangang (doangan, membaca doa dan 
talkin dalam kematian), sedekah (zakat), dan sunnat (khitan). 
2) Janggo Tojarra dikirim ke Wajo untuk penyempurnaan agama Islam yaitu 
tentang rukun Islam, sedangkan menurut Aminah (1989) bahwa janggo 
Tojarra dikirim ke Tiro. 
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3) Tu Assara Dg. Malippa dikirim lagi atas permintaan kerajaan Gowa (Sultan 
Malikussaid) dengan maksud menyempurnakan ajaran-ajaran Islam selama 3 
(tiga) tahun pada guru Lompoa (ulama besar) yaitu Dato‟ ri Bandang di 
Bontoala. 
Ajaran yang dibawah oleh janggo Tojarra dan Tu Assara Dg. Mallipa ditolak 
oleh Ammatoa dan hanya Janggo Toa yang diterima. Janggo Tojarra dan Tu Assara 
Dg. Malippa hanya diperkenankan menyebarkan di luar kawasan adat. Demikianlah 
pokok-pokok ajaran yang diperoleh dari 3(tiga) dato‟ tersebut dan inilah yang 
berkembang di Kajang, di samping mereka menganut kepercayaan patuntung.   
Adat Kajang sejak dahulu kala dikenal menganut aliran kepercayaan yaitu 
petuntung. Tuntung berarti tuntut (belajar), patuntun berarti penuntut (pelajar), 
artinya seseorang yang sedang mempunyai sesuatu ilmu pengetahuan. Tuntun berarti 
puncak atau ujung (ketinggian) dimaksudkan bahwa seseorang yang sedang berusaha 
untuk mencapai puncak. Tuntun berarti cari patuntung berarti pencari. Tuntungi, 
meneliti, menyelidiki. 
Ammatoa selaku pemimpin dari kepercayaan patuntung di desa Tanah Towa 
dikenal sebagai lelaki yang arif, beribawa dan cakap dalam menunaikan tugasnya 
demi kepentingan komunitas pendukungnya. Kepadanyalah semua persoalan 
dipadukan (sentralistik), namun mereka tidak memandang sebagai dewa yang harus 
disembah, melainkan tetap sebagai manusia biasa. 
Untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan mereka dalam hubungannya 
dengan kepercayaan lama (pra islam), maka sejauh yang diperoleh di lapangan bahwa 
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terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kepercayaan patuntung yang 
terhimpun dalam ajaran pasang.  
Pada Komunitas adat Kajang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa yang 
disebut “Turiek Akrakna” yang berarti Yang Maha berkehendak atau kehendak yang 
tertinggi. Turiek Akrakna tinggal dan berbuat sesuai dengan kehendak sendiri. 
Komunitas percaya bahwa kita bertemu apabila dilaksanakan suruhannya dan 
menjauhi larangannya. Tidak diketahui adanya, tetapi dapat memohon rahmatnya. 
Diterima atau tidaknya doa kita hanya pada “Turiek Akrakna” (maha yang 
berkehendak) manakala didunia kita lebih banyak berbuat jahat.
11
 
Dari pesan-pesan ini terlihat bahwa komunitas adat Kajang mimiliki konsep 
ketuhanan yaitu “Monotheistis trancendental” sebagaimana pasang menegaskan 
“Anjo Karaengnga Sekreji, iyamintu Alla Taala”. 
Percaya kepada allo ri boko merupakan rangkaia percaya terhadap turiek 
akrana (maha yang berkehendak ) sedangkan tujuan hidup komunitas adat akajang 
adalah “ tallasa si kamase-mase”(hidup sederhana). Mereka percaya bahwa manusia 
akan selalu berusaha berbuat baik agar rohnya tidak gentayangan (reinkarnasi) 
karenanya, komunitas adat kajang selalu berpegang pada ajaran pasang dan 
pengalaman leluhur masa lalu. 
                                                             
11
 Zulkarnain. Tradisi Acara Kematian Masyarakat Adat Kajang (Skripsi Sarjana, Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar,2015), hal. 22. 
58 
 
Beberapa nilai-nilai adat atau sistem kepercayaan yang di pahami dan dianut 
oleh komunitas adat kajang sebagai berikut;
12
 
a. Percaya kepada takdir  
Hidup mewah membuat manusia memiliki banyak tuntutan hidup artinya 
membuka banyak peluan untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehindaki oleh ajaran 
pasang seperti dalam hal penyelewengan-penyelewengan dengan keyakinan hidup 
sederhana atau “ganna mi” (kecukupan) dapat menyebabkan ketentraman lahil batin, 
sesuai tujuan hidupnya maka tallasa kamase-mase adalah merupakan takdir yang 
harus diterima dari turiek akrakna (tuhan) melalui taurioloa (para leluhur) 
sebagaimana pasang menegaskan “punna Na A‟rakang turie akrakna anggappaki 
pakkalumannyangngang kalupepeang”. Artinya kalau tuhan menghendaki kita akan 
di berikan kekayaan.  
b. Percaya kepada ammatoa dan pasang  
Ammatoa dikisahkan sebagai “mula tau” (manusia pertama).Menurut 
pandangan bahwa pencipta alam semesta ini diungkapkan dalam pasang yaitu: Na 
niarengmo Tanah Towaya kaiyami tanah kaminang riolo kaitteang,namarenganna 
tamparangngiji bungasa rie‟ tau nabakkaramo tanaya”. 
 Pasang adalah sebuah kosa kata bahasa makassar yang dalam 
pemakaian sehari-hari berarti pesan,sedangkan dalam pemakaian tertentu sinonim 
dengan amanat dan sebenarnya teks pasang yang bentuknya seperti mitos,yang 
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legenda maupun tema dan isinya adalah sesuatu yang dijumpai pada komunitas 
manapun di Indonesia. 
Hanya saja bagi komunitas adat kajang pasang adalah adat kebiasaan, 
kepercayaan yang mengikuti mereka sejak lahir,saat mulai berbicara,dewasa sampai 
meninggal.Adat kebiasaan,kepercayaan,larangan yang berkaitan dengan 
lingkungannya. 
Dalam bentuknya yang tertulis memungkinkan pasang  perlu ada yang 
memeliharanya.Jadi pasang adalah keseluruhan aturan yang harus diikuti oleh 
keseluruhan komunitas adat kajang sejak lahir sampai meninggal dunia dan 
Ammatoa-lahsebagai penanggung jawab tentang pelaksanaan dan pemeliharaan 
pasang serta memberikan sanksi bagi yang melanggar pasang. 
c. Percaya Terhadap Hari Kemudian 
Dalam penuturan pasang, juga ditemukan hari kemudian yang harus 
dipercayai oleh pengikut ajaran pasang atau masyarakat Ammatoa. Hari kemudian 
dalam pasang adalah kembalinya semua makhluk dan kembali menghadap Tuhan 
yang disebut dengan “Tau paretta”.Ajaran pasang menilai bahwa dunia ini hanyalah 
tempat tinggal sementara, sedang tempat tinnggal yang kekal adalah akhirat yang 
disebut dengan “Allonjorengan”. Dan kalau manusia itu meninggal dunia menurut 
ajaran pasang maka mereka itu kembali ke asalnya atau kembali kepada Tuhan 
dengan segala sifat-sifatnya.Kehidupannya di akhirat akan ditentukan oleh 
perbuatannya selama masih hidup. Kalau semasa hidupnya seseorang yang 
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mempunyai sifat rakus seperti babi, maka diakhirat nanti akan menjelma sebagai babi 
pula. 
B. ANALISIS HASIL 
1. Negosiasi pemerintah desa dengan Ammatoa Kajang terhadap pengankatan 
Dusun perempuan pertama di Dusun Benteng 
A. Negosiasi Berdasarkan Pasang 
Pasang adalah kumpulan pesan-pesan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan 
aturan-aturan bagaimana seseorang menampakkan diri terhadap makro dan mikro 
kosmos serta tatacara menjalin harmonisasi alam-manusia-Tuhan. Pasang merupakan 
sistem nilai yang menjadi pedoman yang tertinggi bagi komunitas dalam mana ia 
mengkonsepsikan hal-hal yang paling ternilai dalam kehidupan, baik yang 
berorientasi keduniaan maupun keakhiratan.
13
 
Dalam fungsi demikian, pasang menjadi ukuran apakah suatu itu “baik” atau 
“buruk”, atau apakah sesuatu itu “boleh” atau “tidak”, atau apakah sesuatu itu 
“boleh” atau “tidak”, atau apakah sesutau itu akan “dituju” atau sebaliknya akan 
“dilawan”. Pilihan atas pertentangan-pertentangan akan ditetapkan oleh komunitas 
melalui rekomendasi nilai-nilai yang dipasangkan.
14
 
Kedudukan pasang yang sedemikian tinggi ini akan dikarenakan isi yang 
dipasangkan sudah tersusun sedemikian rupa dan sudah ada sejak Mula Tau sebagai 
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cikal bakal manusia dan sekaligus pula adalah “wakil” Tu Rie A’ra’na di bumi; dan 
mendapat penambahan-penambahan dari generasi-generasi berikutnya melalui orang-
orang yang mendapat ilham dari Tu Rie’ A’ra’na dan disampaikan pada manusia 
melalui orang pilihan-Nya. Maka apabila pasang dalam fungsinya sebagai sistem 
nilai-budaya, ia menciptakan peran (sikap dan kelakuan) komunitas di dalam 
menghadapi masyarakat dan lingkungannya; sedang dalam fungsi sebagai sistem 
nilai-kepercayaan (sistem niali-budaya yang diperlengkapi symbol-simbol suci, emosi 
keagamaan dan memiliki kekuatan menghukum atau sanksi yang keramat), pasang 
melahirkan sikap mental warga komunitas terhadap kekuatan gaib yang berada di luar 




Memahami pasang sudah merupakan kewajiban bagi warga komunitas adat 
kajang, oleh karena itu kemulian warga masyarakatnya dikaitkan dengan tingkat 
penguasaannyadan ketaatannya terhadap pasang, meski sekarang sebagian warga 
masyarakat kajang sudah tidak mengindahkan isi pasang lagi sebagaimana yang 
dikemukakan Bapak Syahrir Karim yang pernah meneliti tentang kebudayaan 
Ammatoa kajang bahwa: 
“Ammatoa sekarang sudah mulai bergeser konsep kepemimpinannya tidak 
seperti Ammatoa dahulu yang sangat kharismatik dan sangat didengar oleh 
masyarakatnya, Ammatoa sekarang sudah terkontaminasi politik luar ini 
terlihat ketika pernah adanya dualisme kepemimpinanan Ammatoa”16 
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Dari penjelasan Bapak Syahrir di atas terlihat adanya pergeseran nilai-nilai 
budaya yang ditandai dengan adanya isi pasang yang tidak di indahkan lagi, ini 
disebabkan setelah terjadinya dualisme kepemimpinan Ammatoa. Terlebih lagi pada 
saat pengankatan dusun perempuan di Desa Tana Towa sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Bapak Zulkarnain: 
“ sekarang ini fungsi dan peran Ammatoa telah mengalami pergeseran 
sangat terlihat dalam pengankatan Dusun kali ini di Desa Tana Towa yang 
salah satu kepala dusunnya adalah perempuan, meski telah diketahui bahwa 
Ammatoa tidak bisa dipimpin oleh seorang perempuan, tetapi tanpa disadari 
secara wilayah Ammatoa dipimpin seorang perempuan karena kawasan 
adat Ammatoa berada di Dusun Benteng” 17 
Hal yang serupa yang dikatakan oleh Bapak Amiruddin 
“kalau kita berbicara soal kepemimpinan tidak ada masalah baik laki-laki 
maupun perempuan kalau di luar kawasan adat, salah satu kekurangan 
pemangku adat karena dia tidak mempertahankan adatnya, seharusnya 
dalam kawasan adat walaupun bukan lulusan SMA asalkan dia adalah 
seorang laki-laki tetap dia yang menjabat sebagai kepala Dusun karena 
persoalan adat”18 
Dari kedua pendapat yang diatas, dapat kita lihat bahwa tidak adanya 
tindakan-tindakan penolakan yang dilakukan oleh pemangku adat lain tanpa dia 
sadari bahwa dari pengankatan dusun perempuan ini merupakan salah satu melanggar 
keindahan pasang yang selama ini sangat dijunjung tinggi masyarakat adat Kajang, 
                                                                                                                                                                             
 
17
 Zulkarnain, Guru SMA 13 Bulukumba,Wawancara, di Desa Tana Towa, 12 Desember  
2016, pukul.09.00- 10:40. 
18
 Amiruddin, Tokoh Masyarakat  Desa Tana Towa,Wawancara, di Desa Tana Towa, 12 
Desember  2016, pukul.09.00- 10:40. 
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tetapi dalam ajaran pasang lain juga termuat tentang, sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Bapak Syamsul Jamal bahwa: 
“kita warga masyarakat perlu tunduk dan takluk di bawah petunjuk 
pemerintah. Tak ada jalan untuk kita lawan apabila kita mau mengalahkan. 
Pemerintah adalah orang tua kita. Seperti dalam ajarang pasang, 
Sallu ri ajoba, mulu ri adahang, Anrai’-rai’ pammarentata, anrai’ rai’ to’ki 
Kalau’-kalau’ to’ki (kita harus taat dan patuh kepada pemerintah (apabila) 
pemerintah ke “timur”kita turut “ketimur”,(apabila pemerintah ke “barat”, 
kita turut ke “barat” 
Disisi lain kepala dusun benteng adalah anak kandung dari Ammatoa itu 
sendiri”19 
Dari pendapat yang dikemukakan bapak Zulkarnain terlihat bahwa adanya 
ketakutan untuk menentang pemerintah, karena termuak dalam pasang adanya 
larangan untuk menentang pemerintah dan disisi lain juga kepala Dusun Benteng 
adalah anak kandung Ammatoa itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan Ammatoa 
sebagai berikut: 
“kita disini ada yang namanya adat, kalau kita berbicara adat disini 
perempuan tidak dibenarkan duduk di atas atau di adat karena hanya laki-
laki yang bisa di adat, saya memiliki 26 galla dan itu laki-laki semua”20 
Dari apa yang dikemukakan Ammatoa kita bisa melihat bahwa pada Desa 
Tana Towa adat masih belum menerima adanya kepemimpinan perempuan, 
kemudian di pertegas lagi beberapa argumen yang dikemukakan Ammatoa sebagai 
berikut: 
                                                             
19 Syamsul Jamal, Guru SMA 13 BULUKUMBA,Wawancara, di Desa Tana Towa, 17 
November  2016, pukul. 13.00- 14:00. 
20
 Puto Palasa, Ammatoa Kajang, Wawancara, di Desa Tana Towa, 12 Desember  2016, 
pukul. 14- 15:20. 
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“kita dalam kawasan, ada dua aturan yang kita pakai, aturan pemerintah 
dengan aturan adat, sebenarnya kalau soal kepemimpinan perempuan bisa 
memimpin yang jelas tidak berkaitan dengan adat! 
 Dengan adanya aturan pemerintah yang sekarang mengenai perangkat 
Desa yang minimal memiliki ijazah SMA tentunya khususnya dalam 
kawasan adat ini Dusun Benteng masih jarang yang memiliki ijazah SMA, 
ada yang memiliki tapi tidak tinggal dalam kawasan. 
Oleh karena pada saat Desa Tana Towa mendatangi saya dimana kepala 
Desa Tana Towa merupakan salah satu mentri saya dalam hal urusan adat, 
karena melihat tidak ada yang memiliki ijazah SMA di dalam Dusun ini dan 
setelah saya melakukan rapat dengan pemangku adat lain dan kami telah 
menemukan solusi. 
Ada beberapa tawaran yang kami tawarkan kepada kepala Desa Tana Towa 
bahwa dimungkinkan untuk perempuan jadi kepala Dusun tapi hanya 
sebagai nama yang tercantum di administrasi saja tetapi bukan dia yang 
jalankan, artinya kalau ada urusan adat diharus digantikan.
21
 
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan Ammatoa disini terlihat adanya 
kesepakatan yang dimana Ammatoa menyepakati kepemimpinan perempuan dengan 
melakukan tawaran dan syarat syarat bahwa kepala Dusun yang terpilih hanyalah 
sebatas nama yang tercantum di Administrasi saja, dan apabila ada uusan adat seperti 
halnya pernikahan dia harus digantikan oleh seorang laki-laki, karena adat belum bisa 
menerima perempuan duduk di atas. 
Walaupun Ammatoa telah melakukan penawaran tentang kebijakannya 
mengenai kepemimpinan perempuan yang dimungkinkan memimpin sebagai Dusun 
tetapi tanpa dia sadari bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada 
dalam kawasan adat tersebut, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang 
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 Puto Palasa, Ammatoa Kajang, Wawancara, di Desa Tana Towa, 12 Desember  2016, 
pukul. 14- 15:20. 
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jelas, mana wewenang adat begitupun pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah 
terkadang ada benturan kepentingan antara adat dan pemerintah. Sebagaimana yang 
dikemukakan salah satu pemangku adat Ammatoa sebagai berikut: 
“Dalam pengangkatan Dusun perempuan yang ada di Desa Tana Towa saya 
sebagai salah satu pemangku adat tidak bisa berbuat apa-apa, karena 
pemerintah Desa maupun Ammatoa tidak pernah melibatkan kami maupun 
mengadakan rapat soal kepemimpinan perempuan ini yang ada di Dusun 
Benteng. 
Kalau kita berbicara mengenai pasang kita tidak boleh dipimpin oleh 
seorang perempuan seperti halnya Desa Sapanang kasus yang sama baru 
baru ini ketika kepala Desanya mengangkat salah satu kepala Dusun 
Perempuan, masyarakatnya Demo sehingga sampai sekarang perangkat 




Dari pendapat yang dikemukakan pemangku adat di atas terlihat bahwa 
dalam pasang ri kajang perempuan tidak diperkenangkan memimpin dalam kawasan 
adat Ammatoa karna melanggar aturan adat . 
B. Negosiasi Berdasarkan Permandagri 
Perubahan lingkungan politik yang sangat mendasar setelah reformasi, 
terutama setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang N0.22/1999 tentang otonomi 
daerah telah menimbulkan pergeseran kerangka paradigmatik di tingkat Negara 
dalam melihat desa yang berbasis masyarakat adat. Perubahan fungsi dan peranan 
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 Ahmad, Kepala Desa Pattiroang sekaligus pemangku Adat Ammatoa, Wawancara, di 
Desa Tana Towa, 12 Desember  2016, pukul. 14- 15:20. 
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turut memberikan pengaruh yang besar terutama dalam proses relasi atau hubungan 
kekuasaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya.
23
 
Sebagaimana diketahui bahwa komunitas Adat Ammatoa Kajang merupakan 
salah satu dari begitu banyak komunitas minoritas yang ada dinegeri ini yang secara 
tidak lansung harus patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku yang 
ditetapkan oleh pemerintah dimana ia berdomisili. Di sinilah terjadi proses relasi 
kekuasaan antara dua belah pihak. Dalam proses relasi tersebut antara pemerintah dan 
masyarakat lokal terjadi suatu bentuk negosiasi, 
24
dialog atau bahkan resistensi yang 
dilakukan komunitas lokal terhadap pemerintah. 
Seperti halnya negosiasi yang dilakukan pemerintah Desa Tanah Towa 
terhadap pengankatang Dusun Perempuan pertama di Dusun Benteng dengan 
Ammatoa, sebagaimana yang dikemukakan Kepala Desa Tana Towa sebagai berikut 
“ Cara saya dalam pengangkatan kepala Dusun kali ini yaitu berdasarkan 
aturan permandagri yang dikeluarkan tetapi karena ini desa adat jadi saya 
terlebih dahulu melakukan banyak sosialisasi dan tentunya kordinasi sama 
Ammatoa terlebih dahulu dengan pemangku adat lain dan kebetulan saya 
sendiri salah satu pemangku adat Ammatoa yaitu Galla Lombo”25 
 
Dari pendapat yang dikemukakan pemerintah kepala Desa Tana Towa disini 
terlihat bahwa kepala Desa hanya menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh 
permandagri bahwa segala perangkat desa wajib memiliki ijazah SMA. Aturan-aturan 
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 Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal, (Makassar, Alauddin 
University Press, 2012), hal. 181. 
24
 Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal, (Makassar, Alauddin 
University Press, 2012), hal. 181. 
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yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin menyempitkan peran Ammatoa ditambah 
dengan adanya kekuatan ganda yang dimiliki oleh Bapak kepala Desa Tana Towa 
sehingga dalam melakukan proses negosiasi pemerintah dengan lembaga adat 
Ammatoa khususnya mengenai pengankatan Dusun perempuan ini terlihat adanya 
dominasi pemerintah karena pejabat pemerintah (kepala desa) yang juga menjabat 
pemangku adat, dalam hal ini kepala Desa Tana Towa yang juga bertugas sebagai 
pemangku adat Ammatoa, ini merupakan suatu dimana pemerintah kepala desa Tana 
Towa mendominasi masyarakat lokal, tak terlepas komunitas adat Ammatoa Kajang. 
Sehingga program-program atau rencana-rencana yang pemerintah ingin rencanakan 
akan lebih mudah. 
Pendapat yang sama juga datang dari kepala Dusun Benteng yang terpilih, 
sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut: 
“alasan saya mengapa saya yang terpilih jadi kepala dusun karena kepala 
Desa Tana Towa yang meminta saya untuk jadi kepala Dusun walaupun 
sebenarnya dalam kawasan Adat Ammatoa perempuan tidak diperbolehkan 
memimpin, tapi untuk menjadi kepala dusun memungkinkan perempuan untuk 
bisa menjadi seorang pemimpin Kecuali kalau kepala Desa ada memang hal-
hal tertentu yang tidak bisa karena kepala desa masuk dalam struktur 
pemerintahan adat”26 
 
Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Irul sebagai berikut: 
“kepala dusun yang terpilih sangat paham dan mengetahui yang namanya 
aturan adat yang ada disini, jadi kita tidak mesti kasi penerangan lagi karena 
kepala dusun ini bukan orang luar yang baru datang di Desa Tana Towa” 27 
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 Ramlah, Kepala Dusun Benteng,Wawancara, di Desa Tana Towa, 07 Maret  2017, 
pukul.15.00- 16:30. 
27
Irul, Tokoh Masyarakat  Desa Tana Towa,Wawancara, di Desa Tana Towa, 07 April 
2017, pukul.19.00- 20:30. 
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Dari pendapat yang dikemukan oleh kepala Dusun dan Bapak Irul  disini 
terlihat bahwa adanya kemauan oleh kepala Dusun itu sendiri, meski Bapak Kepala 
Desa yang memintanya dan kepala Dusun ini menyadari bahwa perempuan belum 
bisa diperbolehkan memimpin dalam kawasan adat.  
Tidak adanya penolakan yang dilakukan oleh Kepala Dusun, sangat terlihat 
Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala Desa, sebagaimana yang dia kemukakan Bapak  
Kepala Desa sebagai berikut: 
“saya memberitahu kepada seluruh warga Desa Tana Towa bahwa 
berdasarkan aturan pemerintah yang dia keluarkan sekarang, segala yang 
menjabat perangkat desa harus memiliki minimal ijazah SMA, jadi walaupun 
perempuan kalau dia yang bersyarat mengapa tidak”28 
 
Pendapat lain yang berlawanan datang dari salah satu informan yang 
mengatakan: 
“tetapi seandainya ada musyawarah yang dilakukan oleh kepala Desa kalau 
dia akan mengangkat kepala Dusun perempuan ini pasti tidak akan terjadi, 
karena pasti kami akan kembali ke persoalan adat, dan selama ini belum ada 
yang pernah perempuan memimpin, walaupun pada tahun 1998 ada juga 
perempuan yang menjabat kepala Dusun di Tana Towa tetapi bukan dalam 
kawasan adat, dan yang paling disayangkan orang yang  menbuat ini semua 
terjadi adalah orang yang sangat paham yang namanya adat”29 
 
Hal yang serupa lagi datang dari informan lain yang mengatakan: 
“pernah juga terjadi sekitar tahun 1990-an salah satu kandidat dalam 
pemilihan kepala Desa Tana Towa adalah perempuan yaitu ibu Megawati 
tetapi ia tidak lolos karena persoalan dia adalah perempuan, tetapi 
seandainya tidak ada adat yang ada disini, perempuan bisa memimpin Cuma 
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 Abdul Salam, Kepala  Desa Tana Towa,Wawancara, di Desa Tana Towa, 07 April 2017, 
pukul.15.00- 16:30. 
29
 Amiruddin, Tokoh Masyarakat  Desa Tana Towa,Wawancara, di Desa Tana Towa, 12 
Desember 2016, pukul.09.00- 09:40. 
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ini semua hanya persoalan adat. akan tetapi, kita mau berbuat apa kita tidak 
boleh menentang pemerintah”30 
 
Dari kedua pendapat tersebut terlihat adanya sikap ambivalen yang dialami 
oleh masyarakat komunitas Adat Ammatoa Kajang yaitu pada satu sisi 
program tersebut bertentangan dengan tradisi mereka selama ini, sedangkan 
pada sisi yang lain tim pelaksana dari program tersebut adalah salah seorang 
pemangku adat yang otomatis harus di patuhi dan dilaksanakan karena ia 




Toai ri Amma 
Bongga kanang ri Karaengnga 
Timboro’na buttaya 
Galla’ Pantama,anrong lima 
Galla Kajang Panjo’jo 
Galla’ Puto, datu 
Galla’ Lombo’ pancincingan 
Galla’ Anjuru’ kaningking 
Artinya  
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 Syamsul Jamal. Guru SMA 13 BULUKUMBA,Wawancara, di Desa Tana Towa, 09 April 
2017, pukul.13.00- 13.30. 
31
 Yusuf Akib. Komunitas Berbaju Hitam (Makassar, Pustaka Refleksi, 2008), hal. 42. 
70 
 
Anak sulung Ammatoa, paha kanan karaeng tenggorokannya tanah, galla‟ 
pantama ibarat ibu jari, galla‟ Kajang sebagai telunjuk, galla‟ puto sebagai jari 
tengah, galla lombo‟ (kepala desa tanah towa) sebagai jari manis dan galla‟ Anjuru 
sebagai jari kelingking. 
Dalam pasang diatas dijelaskan bahwa posisi Galla Lombo setingkat dengan 
pemangku-pemangku adat lainnya. Berbekal kekuatan ganda tersebut, pemerintah 
Desa Tana Towa secara tidak lansung telah menjadi sosok yang semakin penting di 
dalam proses komunitas lokal dan tanpa disadari Ammatoa telah dikuasai. Dengan 
adanya fenomena ini , maka terjadilah suatu proses yang disebut oleh Michael 
Foucault relasi kuasa. Relasi kuasa tidak hanya membahas tentang hegemoni vertikal, 
baik itu penguasa versus  masyarakat, pemodal versus buruh. Akan tetapi kekuasaan 
yang dimaksudkan oleh Foucault bersifat menyebar dan merata dalam setiap 
hubungan dalam masyarakat, dan karena itu hanya bisa dihadapi dengan semacam 
micro politics, yang pernah dirumuskan sebagai „insurrection of the subjugated 
knowledges’ (kebangkitan pengetahuan-pengetahuan yang tertekan).32 Dengan 
adanya kebangkitan-kebangkitan tersebut dan ditopang oleh suatu kekuatan identitas, 
maka komunitas-komunitas mikro mendapatkan beberapa pilihan dalam menjalani 
suatu proses relasi kuasa, apakah lokalitas dapat berdialog dan menerima tawaran-
tawaran penguasa, atau mengambil model take ang give dengan jalan negosiasi atau 
bahkan melawan penguasa dengan jalan resistensi. 
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 Michael Foucault. Power Knoeledge; Wacana Kuasa Pengetahuan, 
(Yogyakarta:Benteng,2002), hal. 81. 
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Dahulu Ammatoa berhak memecat atau memberhentikan seorang Galla‟ atau 
seorang karaeng (baik kepala Desa maupun Camat) karena itu adalah otoritas 
Ammatoa.  Sekarang hal tersebut tidak lagi terjadi, Ammatoa hanya bisa mencabut 
gelaran (Gallarang) seorang kepala Desa atau Camat dan tidak punya lagi wewenang 
untuk memecat atau memberhentikan. Memberhentikan dan mengangkat seorang 
Camat misalnya merupakan hak penuh pemerintah tanpa campur tangan adat. 
Berikut ini struktur pembagian kekuasaan dalam masyarakat adat Ammatoa 
Kajang sebelum adanya Undang-Undang No.5/1979 dapat digambarkan sebagai 
berikut: 







………………= Hubungan konsultatif 











Setelah adanya Undang-Undang No.5/1979 struktur pembagian kekuasaan 
kembali berubah dengan gambaran sebagai berikut: 
 
  
       
   
 
        
  Keterangan: 
………………= Hubungan konsultatif 
                        = Hubungan Komando 
Struktur pembagian kekuasaan kembali berubah ketika Undang-undang tentang 
otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-undang No.22/1999 sampai dengan 































   =Hubungan Konsultatif 
   = Hubungan administratif 
Struktur pembagian kekuasaan yang ada di atas telah menggambarkan 
adanya pergeseran kewenangan serta posisi para pemangku adat. Hal tersebut jelas 
terlihat ketika adanya jabatan struktural secara administratif melalui undang-undang 
tentang pemerintahan desa. hal ini juga menggambarkan mekanisme pengambilan 
keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Di sini juga tampak bahwa 
kekuasaan Ammatoa terus mengalami pergeseran peran dan fungsi dalam struktur 




Walaupun Ammatoa mengalami pergeseran kekuasaan, pemerintah Desa 
Tana Towa tidak serta merta mengambil keputusan jika ada aturan pemerintah  yang 
bertentangan dengan aturan adat sebagaimana penjelasan dari Bendahara Desa Tana 
Towa yang mengemukakan 
“pengangkatan Dusun kali ini kami berdasarkan aturan permandagri 
bahwa segala perangkat Desa yang menjabat minimal memiliki ijazah SMA bukan 
hanya Desa kami saya tetapi semua Desa yang ada di Kab. Bulukumba”34 
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 Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal, (Makassar, Alauddin 
University Press, 2012), hal. 203. 




Dari pendapat yang dikemukakan oleh Bendahara Desa Tana Towa ini 
sangat terlihat bahwa dalam pengangkatan Dusun perempuan di Dusun Benteng 
berdasarkan aturan permandagri yang dikeluarkan bahwa segala perangkat Desa yang 
menjabat minimal mempunyai ijazah SMA. 
 
C. Hasil Negosiasi 
Dari kedua negosiasi yang ada di atas, negosiasi yang pertama berdasarkan 
pasang yang menyebutkan adanya larangan perempuan menjadi seorang pemimpin, 
sementara negosiasi yang kedua berdasarkan permandagri menyebutkan bahwa 
segala perangkat Desa yang menjabat minimal memiliki ijazah SMA. Dari kedua 
negosiasi tersebut menghasilkan Negosiasi kooperatif dimana pemerintah Desa dan 
Ammatoa saling menyepakati dengan melakukan beberapa syarat terhadap 
kepemimpian perempuan ini, disisi lain pemerintah Desa tidak melanggar aturan 
permandagri yang dikeluarkan dan disisi lain juga Ammatoa tidak melanggar ajaran 
Pasang yang selama ini dijadikan pedoman hnidup bagi masyarakat Ammatoa dan 
masing-masing kepentingan kedua pihak saling terakomodasi. Sebagaimana ciri 
negosiasi kooperatif yang pertama adalah menganggap negosiator pihak lawan 
sebagai mitra, bukan sebagai musuh ini dapat dilihat ketika pemerintah Desa 
mendatangi Ammatoa dan menjelaskan bahwa adanya peraturan permandagri yang 
mengharuskan segala perangkat Desa harus memiliki ijazah SMA, ciri negosiasi 
kooperatif yang kedua adalah para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai 
bersama dan mau bekerja sama terlihat ketika Ammatoa memberikan tawaran solusi 
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kepada pemerintah Desa bahwasanya dimungkinkan seorang perempuan untuk 
menjadi kepala Dusun jikalau hanya sebatas nama saja, sedangkan ciri negosiasi 
kooperatif yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa yang adil berdasarkan 
analisis yang obyektif dan atas fakta hokum yang jelas, ini terlihat ketika Ammatoa 
dan pemerintah Desa sama-sama menyepakati bahwa kepemimpinan perempuan yang 
terpilih hanyalah sebagai administrasi saja tetapi dalam kesehariannya bukan dia yang 
jalankan dan jika ada acara adat dia diganti oleh keluarganya yang laki-laki, dan 
dipertegas juga dari jawaban kepala dusun yang terpilih yang mengemukakan bahwa: 
“salah satu juga alasan saya menjadi kepala Dusun dikarenakan persoalan 
ijazah. Bukan berarti saya salah satunya yang memiliki ijazah SMA, selain 
saya ada juga yang memiliki ijazah SMA, bahkan dia adalah seorang laki-
laki hanya saja dia tidak mau dan kebanyakan juga yang tidak menetap 
dalam kawasan. 
Banyak yang tidak mendukung saya jadi kepala Dusun meskipun ada juga 
yang mendukung saya tapi perlahan mereka hampir menerima setelah saya 
mengatakan bahwa tugas saya hanya dibagian administrasi saja” 
 
Kemudian diperjelas lagi oleh Bapak Irsan Wahid yang mengemukakan 
bahwa: 
““ kepala Dusun yang sekarang ini hanyalah nama ketika ada acara bukan 
dia yang jalankan melainkan keluarganya, jadi kami bisa sedikit menerima 
dan masyarakat tidak terlalu mempersoalkan lagi karena kepala Dusun 
telah memperjelas alasannya jadi kepala Dusun”35 
 
Jadi berdasarkan ciri negosiasi yang ada diatas maka negosiasi pemerintah 
desa dengan Ammatoa kajang adalah negosiasi kooperatif dengan adanya 
kesepakatan antara pemerintah Desa dengan Ammatoa bahwa kepemimpian 
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 Irsan Wahid, Guru SMA 13 BULUKUMBA,Wawancara, di Desa Tana Towa, 09 April 
2017, pukul.13.00- 13.30. 
76 
 
perempuan di Dusun Benteng hanyalah sebatas administrasi saja tetapi bukan dia 
yang jalankan. 
2. Persepsi Masyarakat Desa Tana Towa terhadap Kepemimpinan Perempuan 
di Dusun Benteng 
Sebagai bagian dari warga negara, perempuan indonesia secara normatif 
dalam konstitusi dijamin mempunyai akses berpartisipasi dalam kekuasaan dan 
pengambilan keputusan perempuan di jamin haknya dalam konstitusi untuk memilih 
dan dipilih. Dijamin haknya memegang posisi penting di semua tingkatang 
pemerintahan. Demikian pula, hak sama bagi semua warga negara dijamin dalam 
sejumlah peraturan dan perundang-undangan.
36
 
Selama ini keberadaan perempuan sangat dikesampingkan sekali. geraknya 
tidak pernah dijadikan perhatian. tapi, ketika semua orang mengetahui potensi 
besarnya perempuan merupakan pusat hal yang diperhatikan. Kemajuan peran 
perempuan di dalam kepemimpinan di Indonesia sungguh luar biasa, tetapi terlepas 
dari pada itu kepemimpinan perempuan juga menimbulkan pro dan kontra dalam 
masyarakat demikian halnya yang terjadi di daesa Tana Towa, Dusun Benteng. 
Berikut persepsi masyarakat dalam memandang kepemimpinan perempuan 
di Dusun Benteng 
a. Persepsi yang mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang mempengaruhi 
persepsi masyarakat sehingga mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun 
Benteng: 
1) pendidikan 
Di zaman sekarang, pendidikan menjadi suatu syarat penting dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jarang, pendidikan dijadikan suatu 
tolak ukur dalam penilaian akan pribadi seseorang. Manusia yang memiliki 
pendidikan lebih tinggi, dianggap lebih dapat tanggap dan lebih mengerti tentang 
lingkungan sosialnya. 
 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Yeli Amalia sebagai berikut: 
“saya sebagai pelajar sangat bersyukur karena derajat kami sebagai wanita 
bisa terangkat, dengan adanya kepemimpinan perempuan ini kami semakin 
semangat untuk bersekolah sampai kependidikan yang paling tinggi karena 
percuma bagi kami sekolah berpendidikan tinggi kalau kami dibatasi dalam 
hal kepemimpinan apalagi kepala Dusun ini adalah seorang sarjana jurusan 
ilmu pemerintahan tentu ilmunya tidak diragukan lagi”37 
 
Hal yang serupa yang dikemukakan oleh  salah satu siswa SMA 13 
BULUKUMBA sebagai berikut; 
“Dengan adanya yang dikeluarkan aturan oleh pemerintah bahwasanya 
segala perangkat Desa wajib memiliki ijazah SMA, ini merupakan suatu 
kebanggaan tersendiri dari kami khususnya perempuan yang tinggal di Desa 
Tana Towa, mengingat kami juga sudah banyak yang mengenyang namanya 
pendidikan bahkan banyak yang rela keluar kota hanya untuk pendidikan 
jadi seharusnya disini tidak ada batasan kita sama sama bersaing karena 
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perempuan juga bisa memimpin buktinya kita pernah dipimpin oleh seorang 
perempuan di Negara kita”38 
 
 
Dari kedua pendapat yang dikemukakang semuanya tidak terlepas  dari 
pengaruh tingkat pendidikan. Mereka yang tingkat pendidikannya yang lebih tinggi 
tentu punya dasar pertimbangan yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan 
pemikiran masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Mereka yang 
berpendidikan tinggi lebih banyak berorientasi ke arah pembaharuan baik pemikiran 
maupun sistem kehidupan dalam masyarakat. 
2) Pengaruh Gender 
Perempuan kini tengah menjadi sorotan. Di era emansipasi ini masyarakat 
mulai mengakui keberadaan perempuan yang makin maju dan mulai menunjukkan 
diri mereka. Keadaannya tentu berbeda ketika masyarakat belum mengenal 
emansipasi. Perempuan tidak bisa bebas untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan 
bebas. Perempuan masa kini sudah berani mengekspresikan diri dan mandiri tanpa 
tertekang oleh adat dan mitos dalam masyarakat. Mereka mulai meretas karir untuk 
meningkatkan kualitas dan kemampuan diri demi masa depan. Masyarakat yang 
mulai merasakan kekuatan emansipasi perempuan pun mulai terbuka dan mengakui 
sosok perempuan yang ingin disejajarkan dengan sesame mereka yaitu laki-laki. 
Untuk menunjukkan kemampuan diri, perempuan lebih berani dan bebas 
memiliki pekerjaan sesuai dengan minaat mereka. Bahkan perempuan tidak ragu lagi 
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terjun ke dunia kerja yang kerap diidentifkan dengan kaum laki-laki, karena pada 
dasarnya masing-masing individu baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki 
kesempatan yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Rosmawati sebagai 
berikut; 
“Sekarang kita sudah hidup dalam zaman kebebasan, segala bentuk 
diskriminasi telah dihapuskan, pada dasarnya dahulu perempuan tidak di 
izinkan untuk memimpin dikarenakan perempuan khususnya yang ada di 
Desa Tana Towa dulu hanya bertugas dirumah saja, memasak dan 
menenun, tapi zaman semakin modern apalagi di tambah dengan adanya 
aturan pemerintah yang tidak menbatasi kaum perempuan untuk jadi 
pemimpin asalkan dia punya ijazah, jadi disini laki-laki dan perempuan 
harus bersaing”.39 
 
Hal yang serupa datang dari ibu marni yang mengemukakan sebagi berikut 
“dengan adanya kepemimpinan perempuan di dusun Benteng ini 
menbuktikan bahwa kami dari kaum perempuan juga bisa memimpin,dengan 
banyaknya lembaga-lembaga kajian yang berbasis perempuan yang ada di 
desa ini merupakan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa keluar dari zona 
bahwa tugas perempuan hanya bisa di dapur tetapi kita juga bisa tampil 
dalam kancah politik”40 
 
Dari kedua pendapat yang dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa adanya 
pengaruh pemikiran gender masyarakat, terlihat dengan adanya berbagai organisasi 
kajian kecil yang terkhusus perempuan, dan penghapusan segala diskriminasi 
terhadap perempuan dan tidak adanya lagi larangan untuk tetap tinggal dirumah 
semuanya telah bebas dalam menentukan apa yang dia mau, terlihat dengan adanya 
kesamaan kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, 
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agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hokum, ekonomi 
sosial budaya, pendidikan dan pertahanan serta kesamaan dalam menikmati 
pembangunan tersebut. 
b. Persepsi yang kurang mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun 
Benteng 
Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga kurang 
mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng sebagai berikut: 
1) Pengaruh  pasang 
Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwasanya masyarakat Desa 
Tana Towa berpegang pada ajarang pasang. Karena pasang adalah kumpulan pesan-
pesan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan aturan aturan bagaimana seseorang 
menempatkan diri terhadap makro dan mikro kosmos serta tata cara menjalin 
harmonisasi alam-manusia-Tuhan. Pasang merupakan sistem nilai yang menjadi 
pedoman tertinggi bagi komunitas dalam mana ia mengkonsepsikan hal-hal yang 
paling ternilai  dalam kehidupan, baik yang berorientasi keduniaan maupun 
keakhiratan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Bahtiar sebagai berikut: 
“disini dalam desa Tana Towa adalah desa adat dan adat yang ada disini 
masih sangat kental jika kita berbicara mengenai kepemimpinan perempuan 
sebenarnya tidak diperbolehkan karena ada ajaran pasang bahwa 
permupuan tidak bisa untuk kita adat dan kita tidak boleh keluar dari ajaran 
pasang”41 
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Dari pendapat yang dikemukakan bapak Bahtiar terlihat masih kuatnya 
pengaruh ajaran pasang dalam kehidupannya sehari harinya karena pasang menjadi 
ukuran apakah suatu itu “baik” atau “buruk”, atau apakah sesuatu itu “boleh” atau 
“tidak”, atau apakah sesuatu itu akan “dituju” atau sebaliknya akan “dilawan”. 
Sebagaimana yang dikemukakan salah satu pemangku adat Ammatoa 
“sejak dulu kita tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan karena 
disini adalah desa adat yang tidak boleh dipimpin seorang perempuan, 
kasus yang sama baru baru ini dalam Desa Sapayya yang kepala desanya 
awalnya mengangkat kepala Dusun perempuan tetapi itu batal dikarenakan 
semua warganya demo tidak mendukung adanya kepemimpinan perempuan 
apalagi sebenarnya kalau dalam area kawasan itu sangat tidak di 
bolehkan,diluar kawasan saja masyarakat demo apalagi kalau dalam 
kawasan.”42 
 
Dari pendapat yang dikemukakan oleh pemangku adat Ammatoa terlihat 
bahwa adat belum bisa menerima kepemimpinan perempuan karena ajaran pasang 
karena kedudukan pasang yang sedemikian tinggi dan masyarakat masih sangat takut 
untuk melanggar ajaran-ajarang pasang yang diberikan oleh para leluhurnya karena 
ajaran pasang itu sangat disakralkan. Sebagaimana yang dikemukakan lagi oleh 
pemangku Adat Ammatoa sebagai berikut: 
“pasang tidak bisa diremehkan karena mengingat kejadian tahun lalu, 
terlalu sakralnya itu kepemimpinan perempuan salah satu calon Desa 
Pattiroang itu adalah perempuan, ketika pas selesai pemilihan calon 
perempuan itu jatuh dari motor dan dia terkena lumpuh tidak lama 
kemudian berselang satu minggu meninggal dunia. Ini salah satu petanda 
bahwa perempuan memang tidak diizinkan untuk memimpin”43 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat dilihat bahwa masih sangat kentalnya 
ajaran-ajaran pasang sehingga masyarakat masih belum bisa menerima apa yang 
dilarang oleh pasang, karena masyarakat masih sangat mengindahkan yang namanya 
pasang karena ajaran pasang adalah ajaran dari nenek moyang mereka yang sampai 
saat ini masih dipegang kuat oleh mayoritas masyarakat Desa Tana Towa. 
2) Pengaruh fisik 
Fisik perempuan sangat jauh berbeda dengan laki-laki, perempuan 
mempunyai beberapa hambatan fisik yang menbatasinya untuk memimpin karena 
perempuan itu mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini mengurangi 
keleluasan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan. 
Sebagaimana yang dikemukakan bapak Zulkarnain sebagai berikut: 
“salah satu alasan mengapa perempuan tidak diperbolehkan memimpin 
dalam Desa Tana Towa karena secara fisik perempuan itu lemah sementara 
kita yang ada semua disini adalah orang-orang keras tentunya harus 
pimimpin yang tegas yang memimpin”44 
 
Hal yang sama yang dikemukakan oleh Bapak Asok, sebagai berikut: 
 
“kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan yang ada disini, perlu 
diketahui bahwa masyarakat Desa Tana Towa adalah masyarakat keras 
yang masih mengedepankan kekuatannya artinya siapa yang berani dan 
disegani oleh masyarakat maka besar kemungkinan dia yang memimpin, 
tetapi kalau perempuan sebagaimana diketahui bahwa perempuan itu lemah 
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Dari kedua pendapat yang dikemukakan diatas sangat jelas bahwa pengaruh 
fisik masih sangat berpengaruh dalam kepemimpinan Desa Tana Towa jalankan 
perempuan, laki-laki saja kalau lelaki penakut dan kurang tegas ketika ada suatu 
masalah yang terjadi dalam masyarakat  itu tidak bisa dijadikan pemimpin  karena 
mayoritas masyarakat Desa Tana Towa mempunyai karakter yang kesar olehnya itu 





Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan, dimana kesimpulan disini 
merupakan ringkasan jawaban dari pada latar belakang masalah  itu sendiri atau 
dengan kata lain bahwa kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian ini. Sementara 
bab ini juga membahas tentang saran dan kritik kepada para pembaca agar 
kedepannya ketika ada yang ingin meneliti lagi bisa jauh lebih baik disbanding 
dengan penelitian sebelumnya. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahsan sebelumnya maka dapat disimpulkan 
1. Negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan Ammatoa dalam 
pengangkatan Dusun perempuan pertama di Dusun Benteng adalah negosiasi 
kooperatif dimana pemerintah Desa dan Ammatoa masing-masing menyepakati 
bahwa dalam kepemimpinan perempuan yang ada di Dusun Benteng hanyalah 
sebagai administrasi saja tetapi bukan dia yang jalankan yang apabila ada acara 
adat seperti pesta misalnya digantikan oleh keluarganya yang laki-laki. 
2. Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng 
terdapat 2 macam persepsi: 
a) Persepsi yang mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng 
dipengaruhi oleh: yang pertama,  pendidikan. Karena semakin 
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berkembangnya zaman sudah banyak anak-anak masyrakat desa Tana 
Towa yang bersekolah bahkan mempunyai pendidikan tinggi, sehingga 
banyak memperoleh ilmu dari luar. Yang kedua, pengaruh kesetaraan 
gender. Banyaknya pemikir-pemikir konsep kesetaraan gender sehingga 
banyak mendoktrin para kalangan perempuan dan diberinya ruang kepada 
perempuan untuk bisa terjun dalam dunia politk dan bahkan banyak yang 
sukses sampai menjadi Bupati. 
b) Persepsi yang kurang mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun 
Benteng dipengaruhi oleh: yang pertama,  pasang. Masih banyaknya 
masyarakat yang masih memegang teguh ajaran pasang sehingga sulit 
untuk menerima kepemimpinan perempuan. Yang kedua,faktor fisik. 
Banyaknya yang menganggap bahwa secara fisik perempuan itu lemah 
sehingga tidak diperbolehkan memimpin di Desa Tana Towa 
sebagaimana watak orang Tana Towa identik dengan kasar dan 
perempuan cenderung menggunakan perasaannya. 
B. Implikasi 
1. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Tana Towa agar tetap menjaga dan 
melestarikan budaya yang ada di desa Tana Towa. 
2. Bagi Mahasiswa, agar kiranya terus memperhatikan proses perpolitikan yang 
terjadi dan tidak ketinggalan terhadap berita-berita mengenai perpolitikan agar 
ketika ada perubahan-perubahan yang bisa mengancam kelansungan budaya-
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Tokoh Masyarakat Pemangku Adat Ammatoa 
Bendahara Desa Tana Towa Guru SMA 13 BULUKUMBA 
  




            
 
 
Kepala Desa Tana Towa Siswa SMA 13 BULUKUMBA 
Pelajar Mahasiswi 
                    
 
 
Tokoh Agama Ibu Dusun 
DAFTAR PERTANYAAN 
Rumusan Masalah 1 
 Bagaimana negosiasi pemerintah Desa dengan Ammatoa Kajang terhadap 
pengangkatan Dusun pertama perempuan di Dusun Benteng, Desa Tana 
Towa? 
Sub pertanyaan: 
 Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah Desa dalam 
mengangkat kepala Dusun? 
 Bagaimana bentuk negosiasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan 
Ammatoa Kajang terkait dengan pengangkatan Dusun pertama 
perempuan di Desa Tana Towa? 
 Bagaimana proses kerja yang dilakukan kepala Dusun perempuan ini 
jika ada acara adat misalnya pesta perkawinan? 
 Bagaimana peran perempuan itu sendiri dalam hal urusan adat? 
 Sejauh mana partisipasi politik perempuan dalam adat kawasan ketika 
ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? 
 Apa yang melatar belakangi masyarakat adat tanah towa tidak bisa 
dipimpin oleh seorang perempuan? 
Rumusan Msalah 2 
 Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengangkatan Dusun perempuan 
pertama di Dusun Benteng? 
Sub pertanyaan: 
 Bagaimana persepsi kaum perempuan terhadap adanya pengangkatan 
Dusun perempuan yang pertama di Desa Tana Towa? 
 Bagaimana persepsi tokoh adat terhadap adanya pengangkatan Dusun 
perempuan yang pertama di Desa Tana Towa? 
 Bagaimana persepsi tokoh agama terhadap adanya pengangkatan 
Dusun perempuan yang pertama di Desa Tana Towa? 
 Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap adanya pengangkatan 
Dusun perempuan yang pertama di Desa Tana Towa? 
 Bagaimana persepsi kaum perempuan terhadap adanya pengangkatan 
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